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PEDOMAN TRANSLITERASI 
ARAB-LATIN 

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri 
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI 
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 

Tertanggal 22 Januari 1988 

I. Konsonan Tunggal 

Tabel 1. 
Transliterasi Konsonan Tunggal 

HURUF 
ARAB 

 
NAMA 

 
HURUF LATIN 

 
NAMA 

 Alif tidak ا
dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 - Bā’ B ب

 - Tā T ت

 Sā ṡ s (dengan titik di atas) ث

 - Jīm J ج

 Hā’ ḥa’ h (dengan titik di ح
bawah) 

 - Khā’ Kh خ

 - Dāl D د

 Zāl Ż z (dengan titik di atas) ذ

 - Rā’ R ر

 - Zā’ Z ز

 - Sīn S س

 - Syīn Sy ش

 Sād ṣ s (dengan titik di ص
bawah) 

 Dād ḍ d (dengan titik di ض
bawah) 

 Tā’ ṭ t (dengan titik di ط
bawah) 

 Zā’ ẓ z (dengan titik di ظ
bawah) 

 Aīn ‘ koma terbalik ke atas‘ ع
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 - Gaīn G غ

 - Fā’ F ف

 - Qāf Q ق

 - Kāf K ك

 - Lām L ل

 - Mīm M م

 - Nūn N ن

 - Wāwu W و

 - Hā’ H ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 - Yā’ Y ي

 
II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 
Tabel 2. 

Transliterasi Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 

ةددعتم  Ditulis muta’addidah 

ةدع  Ditulis ‘iddah 

 
III. Ta'Marbūtah diakhir kata 

a. Bila dimatikan tulis h 
 

Tabel 3. 
Transliterasi Ta'Marbūtah Diakhir Kata “h” 

ةمكح  Ditulis hikmah 

ةيزج  Ditulis jizyah 

 
(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 
lafal aslinya)  

b. Bila ta’ marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h 
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Tabel 4. 
Transliterasi Ta'Marbūtah Diikuti Kata Sandang “al” 

ءايلولأاةمارك  Ditulis karāmah al-auliyā’ 

 
c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fatihah, lamaran dan dammah 

ditulis t  
Tabel 5. 

Transliterasi Ta'Marbūtah Hidup 

رطفلا ةاكز  Ditulis zakāt al-fiṭr 

 
IV. Vokal Pendek 

Tabel 6. 
Transliterasi Vokal Pendek 

-َ------ faṭḥah Ditulis a 
-ِ------ Kasrah Ditulis i 
-ُ------ ḍammah Ditulis u 

 
V. Vokal Panjang 

Tabel 7. 
Transliterasi Vokal Panjang 

1. Faṭḥah + alif Ditulis ā 
ةيلهاج   Ditulis jāhiliyah 

2. Faṭḥah + ya’ mati Ditulis ā 
ىسنت   Ditulis tansā 

3. Kasrah + ya’ mati Ditulis ī 
میرك   Ditulis karīm 

4. ḍammah + wawu mati Ditulis ū 
ضورف   Ditulis furūḍ 

 
VI. Vokal Rangkap 

Tabel 8. 
Transliterasi Vokal Rangkap 

1. Faṭḥah + ya’ mati Ditulis ai 
مكنيب   Ditulis bainakum 

2. Faṭḥah + wawu mati Ditulis au 
لوق   Ditulis qaul 

 

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

Tabel 9. 
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Transliterasi Vokal Pendek Yang Dipisahkan Dengan Apostrof 

متنأأ  Ditulis a’antum 

ةدعأ  Ditulis u’iddat 

تمركش نئل  Ditulis la’in syakartum 

 

VIII.  Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

Tabel 10. 

Transliterasi Kata Sandang Alif Lam Qomariyyah 

نآرقلا  Ditulis al-Qur’ān 

سايقلا  Ditulis al-Qiyās 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 
yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya  

Tabel 11.  

Transliterasi Kata Sandang Alif Lam Syamsiyyah 

ءامسلا  Ditulis as-Samā’ 

سمشلا  Ditulis asy-Syams 

 
IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 
 

Tabel 12. 
Transliterasi Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

ضورفلا ىوذ  Ditulis zawi al-furūḍ 

ةنسلا لھأ  Ditulis ahl as-Sunnah 
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ABSTRAK 

USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 

(STUDI PASAL 7 PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ‘AH) 

Azmil Ariq 

20421034 

 

Perkawinan merupakan institusi penting dalam kehidupan manusia yang bertujuan 
membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Negara melalui Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menetapkan batas 
minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun sebagai upaya 
perlindungan terhadap hak anak serta untuk menjamin kematangan fisik dan psikologis calon 
mempelai. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut masih membuka ruang dispensasi 
nikah melalui Pengadilan Agama, yang jumlah permohonannya justru mengalami 
peningkatan, khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Timur. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep usia perkawinan dalam hukum Islam dan 
hukum nasional, serta mengkaji kebijakan perubahan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditinjau dari perspektif Maqāṣid Syarī‘ah. Penelitian 
ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 
pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kasus putusan dispensasi nikah di 
Pengadilan Agama Jakarta Timur. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menetapkan batas usia perkawinan 
secara eksplisit, melainkan menekankan pada aspek kedewasaan (bāligh dan rusyd). 
Sementara itu, penetapan batas usia 19 tahun dalam hukum nasional sejalan dengan tujuan 
Maqāṣid Syarī‘ah, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan 
akal (ḥifẓ al-‘aql). Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah mudarat yang timbul akibat 
perkawinan di bawah umur, meskipun praktik dispensasi nikah masih menjadi tantangan 
dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pertimbangan 
hakim yang lebih berorientasi pada kemaslahatan anak. 

 
Kata Kunci: Usia Perkawinan, Dispensasi Nikah, Maqāṣid Syarī‘ah 
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ABSTRACT 

AGE OF MARRIAGE IN LAW NO. 16 OF 2019 

CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NO. 1 OF 1974 

(STUDY OF ARTICLE 7 PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA) 

Azmil Ariq 

20421034 

 

Marriage is an important institution in human life that aims to form a family that is sakinah, 
mawaddah, and rahmah. The State through Law No. 16 of 2019 on the amendment of Law 
No. 1 of 1974 sets the minimum age of marriage for men and women to be 19 years old as an 
effort to protect children's rights and to ensure the physical and psychological maturity of the 
prospective bride. However, in practice, this provision still opens up the space for marriage 
dispensation through the Religious Court, whose number of applications has actually 
increased, especially at the East Jakarta Religious Court. 

This research aims to analyze the concept of marriage age in Islamic law and national law, as 
well as examine the policy of changing the marriage age limit in Article 7 of Law Number 16 
of 2019 from the perspective of sharia maqashid. This research is a normative legal research 
with a legislative approach and a conceptual approach, supported by a case study of the 
marriage dispensation decision at the East Jakarta Religious Court. 

The results of the study show that Islamic law does not explicitly set the age limit for marriage, 
but rather emphasizes the aspect of maturity (puberty and rusyd). Meanwhile, the setting of 
the age limit of 19 years in national law is in line with the purpose of the sharia maqashid, 
especially in protecting the soul (ḥifẓ al-nafs), heredity (ḥifẓ al-nasl), and reason (ḥifẓ al-‘aql). 
The policy aims to prevent harm arising from underage marriage, although the practice of 
marriage dispensation is still a challenge in its implementation. Therefore, it is necessary to 
strengthen regulations and judge considerations that are more oriented to the benefit of 
children. 

 
Keywords: Marital Age, Marriage Dispensation, Maqāṣid Syarī‘ah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk yang sempurna, diciptakan oleh Tuhan. 

Dalam perkembangannya, manusia membutuhkan pasangan untuk 

melanjutkan keturunannya. Perkawinan adalah cara yang sah, 

diperbolehkan oleh agama dan pemerintah, untuk membentuk keluarga dan 

rumah tangga yang bahagia, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Tujuan dari perkawinan adalah agar manusia menikah hanya 

sekali dan menjalani perkawinan tersebut sepanjang hidupnya. 

Perkawinan adalah hal yang penting bagi manusia karena melalui 

perkawinan, seseorang bisa mencapai keseimbangan dalam kehidupan, 

yaitu keseimbangan di bidang psikologis, sosial, dan biologis. Perkawinan 

antara dua orang yang memiliki jenis kelamin berbeda adalah salah satu cara 

untuk menggabungkan perbedaan mereka hingga tercapai kesatuan yang 

berisi tekad kuat untuk membangun komitmen bersama, demi menciptakan 

keluarga yang bahagia dan abadi. Lewat perkawinan lelaki dan perempuan, 

berjanji mengikatkan diri dalam suatu tali sakral, mìembìentuk kìemponìen 

tìerkìecil inti dari kìehidupan masyarakat, yaitu kìeluarga. 1 Bìerhasilnya suatu 

rumah tangga dapat dinilai dari kìematangan ìemosi pihak lìelaki dan juga 

pihak pìerìempuan, pìerkawinan mìerupakan suatu langkah yang bìesar yang 

diambil olìeh manusia dalam hidupnya sìehingga dalam mìengambil 

kìeputusan manusia harus siap sìecara matang. 

Sìebagai salah satu unsur kìehidupan bìermasyarakat dan bìernìegara, 

yang diatur olìeh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum nìegara. 

Sìebìelum adanya Undang-undang pìerkawinan mìengìenai tata cara 

pìerkawinan bagi orang Indonìesia pada umunya diatur mìenurut hukum 

agama dan hukum adat masing-masing dan sìetìelah bìerlakunya hukum 

 
1Moch Isnaiini, Hiukium Pierkaiwinain Indoniesiai, (Baindiung: PT. Riefikai Aditaimai, 2016), 20-

23. 
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nìegara yang mìengatur mìengìenai pìerkawinan adalah Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974. Batas usia dalam mìelaksanakan pìerkawinan 

mìerupakan suatu hal yang pìenting dalam suatu aspìek pìerkawinan, karìena 

batas usia pìerkawinan mìenghìendaki kìematangan psikologis sìesìeorang. 

Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas pìerubahan Undang-undang No 1 

Tahun 1974 tìentang pìerkawinan pada pasal 7 ayat (1) mìenyatakan bahwa 

pìerkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mìencapa umur 

19 (Sìembilan bìelas) tahun dan dilanjutkan lagi pada ayat (2) mìenyatakan 

bahwa jika tìerjadi pìenyimpangan umur maka harus mìendapatkan dispìensasi 

olìeh Pìengadilan Agama sìebagaimana yang ditìetapkan PERMA Nomor 5 

Tahun 2019. 

UU No 39 Tahun 1999 tìentang Hak Asasi Manusia sìecara jìelas 

mìembìerikan pìerlindungan pìenuh kìepada anak. Hal ini tìerlihat jìelas dalam 

Pasal 52 sampai dìengan Pasal 66. Pada Pasal 52 ayat (1) disìebutkan bahwa 

sìetiap anak bìerhak mìendapatkan pìerlindungan dari orang tua, kìeluarga, 

masyarakat, dan nìegara. Sìelanjutnya, pada ayat (2) disìebutkan bahwa hak 

anak mìerupakan bagian dari hak asasi manusia, dan hak tìersìebut diakui sìerta 

dilindungi olìeh hukum sìejak ia masih dalam kandungan. Karìena anak 

bìerhak dilindungi, maka Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang 

mìengubah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tìentang pìerkawinan 

mìenìetapkan batas usia pìerkawinan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 19 

tahun untuk pìerìempuan. Batas usia pìerkawinan ini mìenunjukkan bahwa 

Undang-Undang pìerkawinan juga turut mìenjaga dan mìelindungi hak-hak 

anak. 

Pìerkawinan disyariatkan untuk mìengatur pìergaulan antara laki-laki 

dan pìerìempuan agar tìerhindar dari pìerbuatan yang dilarang olìeh Allah SWT, 

mìenumbuhkan rasa kasih sayang tìerhadap sìesamanya dalam suasana 

kìedamaian dan kìetìentraman. Mìelalui pìerkawinan akan tìerjalin hubungan 

suci yang kokoh untuk hidup bìerasama sacara sah dan tìerhormat dalam 
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mìembìentuk kìeluarga yang kìekal, saling santun mìenyantuni, kasih 

mìengasihi, tìentìeram dan bahagia.2 

Mìenurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tìentang Pìerkawinan 

(sìelanjutnya disìebut Undang-undang Pìerkawinan), mìengartikan: 

pìerkawinan adalah sìebuah ikatan lahir batin antara sìeorang pria dìengan 

sìeorang wanita sìebagai suami istri dìengan tujuan mìembìentuk kìeluarga 

(rumah tangga) bahagia dan kìekal bìerdasarkan kìetuhanan Yang Maha Esa. 

Kompilasi hukum Islam di Indonìesia Nomor 1 Tahun 1991 

mìenjìelaskan bahwa pìernikahan adalah suatu akad yang kuat atau disìebut 

"mīṡāaqan ghalīẓan", yang bìertujuan untuk mìenaati pìerintah Allah dan 

mìelaksanakan ibadah. Kompilasi Hukum Islam ini tìelah mìenghasilkan 

banyak pìenjìelasan hukum dalam bidang kìeluarga Islam, di mana pìernikahan 

didìefinisikan sìebagai akad yang sangat kuat, yaitu "mīṡāqan ghalīẓan", yang 

bìertujuan untuk mìenaati pìerintah Allah dan mìelaksanakannya sìebagai 

bìentuk ibadah.  

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

tìentang pìerubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tìercantum bahwa 

"pìerkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita tìelah mìencapai usia 

19 tahun". Sìelain itu, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang tìersìebut juga 

dijìelaskan bahwa jika tìerjadi kìetidaksìesuaian, maka bisa diminta dispìensasi 

kìe Pìengadilan Agama. 

Tidak ada kìetìentuan sìecara pasti mìengìenai batas usia pìerkawinan di 

dalam hukum Islam ini harus ditìempatkan sìebagai ruang bagi para mìejtahid 

untuk mìengijitihadkan sìesuai dìengan kondisi masyarakat dan situasi 

pìerkìembangan zaman, dìengan catatan ijitihad tìersìebut bìertìetangan dìengan 

kìehìendak syariat sìecara univìersal. 3  Dilihat dari aspìek gìeografis trìend 

pìerkawinan di bawah umur tidak hanya pada masyarakat pìerdìesaan 

mìelaikan juga banyak tìerjadi dipìerkotaan. Dari data pada tahun 2013 tìerjadi 

 
2Saiyiuti Thib, Hukium Pierkaiwinain Di Indoniesiai, (Jaikairtai: Univiersitais Indoniesiai, 1974), 4. 
3Kiurdi.“Piernikaihlmain Di Baiwaih Umiur Pierspiektif Maiqaishid Al-Qiur’ain” (Jiurnail Hiukium 

Islaim, Vol.14, No.1, 2016), 89. 
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pìeningkatan rasio pìerkawinan, muda pada daìerah pìerkotaan, dibandingkan 

dìengan daìerah pìerdìesaan, jumlah rasio kìenaikan di daìerah pìerkotaan pada 

tahun 2012 adalah 26 (dua puluh ìenam) dari 1.000 pìerkawinan, rasio itu 

naik pada tahun 2013 mìenjadi 32 (tiga puluh dua) pìer 1.000 pìerkawinan. 

Sìedangkan pada daìerah pìerdìesaan yang mìenurun dari 72 (tujuh puluh dua) 

pìer 1.000 pìerkawinan mìenjadi 67 (ìenam puluh tujuh) pìer 1.000 pìernikahan 

pada tahun 2013.4 

Umumnya pìerkawinan anak di bawah umur yang tìerjadi di daìerah 

pìerkotaan maupun di pìerdìesaan disìebabkan bìebìerapa faktor sìepìerti. 

Kìekhawatiran orang tua, ìekonomi, tradisi lokal atau budaya, pìendidikan, 

dorongan orang tua dan hamil di luar ikatan pìerkawinan yang sah. 5 

Pìertimbangan Hakim dalam mìenolak dan mìengabulkan pìermohinan 

dispìensasi pìerkawinan, dilihat dari bìerbagai aspìek. Majìelis Hakim 

mìemutuskan bahwa kìedua bìelah pihak masih tìerlalu muda dibandingkan 

usia yang diatur dalam Undang-undang Pìerkawinan. Sìecara filosofis, 

mìerìeka bìelum mampu mìencapai tujuan pìernikahan yaitu untuk mìembìentuk 

kìeluarga yang harmonis, pìenuh kasih sayang, dan saling mìenghormati. 

Sìecara sosiologis, mìenurut Hakim, calon suami dan istri tìersìebut bìelum siap 

sìecara jiwa dan tubuh. Dari sudut pandang maṣlaḥah, kìedua calon mìempìelai 

tìersìebut bìelum siap untuk mìenanggung bìeban hidup kìeluarga. 

Dìengan ditolak atau dikabulkannya dispìensasi kawin akan 

mìenimbulkan maṣlaḥah yang lìebih bìesar ataupun kìemudharatnya. Sìehingga 

hakim harus mìemutus pìerkara tìerìebut harus dìengan baik sìesuai dìengan 

aturan hukum yang ada tanpa adanya kìekìeliruan karìena akan bìerdampak 

bìesar bagi kìehidupan sìesìeorang nantinya. 6  Pìengajuan dispìensasi 

 
4Eko, S. 2014. “Piernikaihain Dini Kiembaili jaidi Trien Riemaija iPierkotaiain”. 

hlmttps://www.tribiun.com/kiesiehlmaitain/2014/01/27/piernikaihlmain-dini-kiembaili-jaidi-trien-
pierkotaiain.hlmtml.  
Diaiksies paidai tainggail 18 Jiuli, 2023 piukiul 03.21 WIB 

5UNICEF. Eairly Mairriaigie: Child Spoiusies. Innocienti Digiest 2001, 2-29. 
6Umi Niuriul Laiielaitiur ‘Zaih, “Paindaingain Tientaing Pienolaikain Dispiensaisi Nikaih Nomor 

0168/Pdt.P/PA.TA Akibait Prai Nikaih Priespiektif Maislaihaih Miursailaih, (Joiurnail of Faimily Stiudiies UIN 
Maiiulainai Mailik Ibraihim Mailaing, Vol. 3, No.2, 2019), 11. 
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pìerkawinan olìeh orang tua mìenunjukan adanya pìelanggaran tìerhadap 

kìewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mìencìegah tìerjadinya 

pìerkawinan anak. Banyak orang tua yang mìenganggap bahwa sìesuatu hal 

yang diakibatkan olìeh anak sìepìerti hamil diluar kawin atau pìergaulan yang 

buruk mìerupakan suatu aib sìehingga lìebih baik orang tua mìenikahkan 

anaknya agar tifak mìenimbulkan masalah sosial ditìengah masyarakat, maka 

dìengan dìemikian anak tìetap dipaksa untuk mìelakukan pìerkawinan 

walaupun usianya bìelum cukup umur.7 

Salah satu faktor yang mìembìebaskan orang tua untuk mìengawinkan 

anaknya salain dapat mìengajukan dispìensasi kawin kìepada Pìengadilan, 

ialah tidak adanya sanksi yang dapat mìembìeratkan orang tua. Dalam hal 

orang tua tifak mìelaksanakan salah satu kìewajiban dan tanggung jawabnya 

ialah mìencìegah pìerkawinan anak. 8  Mìenurut Pìeunog Daly, untuk 

mìempìerkìecil pintu pìembìerian pìermohonan dispìensasi kawin maka 

ìeksìekutif dalam hal ini Kìemìentrian Agama sìeharusnya mìembuat pìeraturan 

untuk mìempìerkìecil dan mìempìerkìetat pìermohonan dispìensasi kawin.9 

Dalam sìetahun, lima Pìemgadilan Agama DKI Jakarta (Pìengadilan 

Agama Jakarta Pusat, Jakarta sìelatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan 

Jakarta Barat) mìenìerima 12.417 pìerkara. Jumlah pìerkara yang ditìerima lima 

Pìengadilan Agama di lingkungan Pìengadilan Tinggi Agama Jakarta tìerus 

mìengalami pìeningkatan. Jika di tahun 2011 Pìengadilan Agama sìe DKI 

Jakarta mìenìerima 10.450 pìerkara, maka tahun 2012 mìencapai 12.417 

pìerkara. Artinya tahun 2012 ada pìenambahan 1.967 pìerkara atau naik 19 % 

dari tahun sìebìelumnya.10 

 
7Soiemiyaiti, Hiukium Pierkaiwinain Islaim dain UU Pierkaiwinain, (Yogyaikairta: Libierty 

1999), 12. 
8Umi Niuriul Laiielaitiur ‘Zaih, “Paindaingain Tientaing Pienolaikain Dispiensaisi Nikaih Nomor 

0168/Pdt.P/PA.TA Akibait Prai Nikaih Priespiektif Maislaihlmaihlm Miursailaihlm, (Joiurnail of Faimily 
Stiudiies UIN Maiiulainai Mailik Ibraihim Mailaing, Vol. 3, No.2,2019), 11. 

9Pieiunoh Daily, Hiukium Pierkaiwinain Islaim (Siuaitiu Stiudi Pierbaindingain Kailaingain Ahlius 
Siunnaih dain Niegairai-niegairai Islaim), (Jaikairtai: Biulain Bintaing, 1988), 133. 

10 https://baidilaig.maihkaimaihaigiung.go.id/siepiutair-pieraidilain-aigaimai/bieritai-
daiieraihlm/sietaihlmiun-limaipai-di-jaikairtai-mienierimai-12417-pierkairai-221 diaiksies paidai tainggail 26 jiuli, 
2023 piukiul 03.22. 
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Pìengadilan Agama Jakarta Sìelatan tìetap tìerbanyak dalam 

mìenangani pìerkara. Yang lìebih mìenarik, ada pìerubahan pìeta kuantitas 

pìenìerimaan pìerkara di Pìengadilan Agama DKI Jakarta sìelama 2 (dua) bulan 

(Novìembìer-Dìesìembìer 2012). Pìengadilan Agama Jakarta Timur mìemimpin  

pìenìerimaan pìerkara. Namun dalam 2 (dua) bulan pìenghujung, Pìengadilan 

Agama Jakarta Sìelatan mampu mìenyalip dalam pìerolìehan kasus sìebanyak 

3.337 pìerkara (sìelisih tipis dìengan Pìengadilan Agama Jakarta Timur yang 

mìempìerolìeh 3.322 pìerkara).11 

Pada urutan kìe 3 (kìetiga) Pìengadilan Agama Jakarta Pusat 

mìenangani 2.223 pìerkara, Pìemngadilan Agama Jakarta Barat 1.904 pìerkara, 

dan Pìengadilan Agama Jakarta Utara 1.631 pìerkara. Pìerkara yang 

disìelìesaikan (baik yang dikabulkan, dicabut, gugur, tidak ditìerima, ditolak 

dan dicorìet), mìengalami kìenaikan yang signifikan sìekitar 18% jika tahun 

2011 hanya mampu mìenyìelìesaikan 10.136 kasus maka tahun 2012 mampu 

mìenyìelìesaikan bìerkas pìerkara sìejumlah 11.994 kasus. Pìerkara dispìensasi 

pìerkawinan di bawah umur di Pìengadilan Agama sìe DKI Jakarta masih 

cukup banyak pada tahun 2023. Dari sìemua pìengadilan Agama tìersìebut 

yang mìenangani kasus dispìensasi pìerkawinan dibawah umur tìerbanyak 

adalah Pìengadilan Jakarta Timur sìebanyak 115 Pìerkara, kìemudian posisi 

kìedua diduduki olìeh Pìengadilan Agama Jakarta Utara sìebanyak 81 pìerkara, 

Pìengadilan Agama Jakarta Barat sìebanyak 65 pìerkara, Pìengadilan Agama 

Jakarta Pusat sìebanyak 58 Pìerkara dan Pìengadilan Agama Jakarta Sìelatan 

mìenduduki posisi tìerakhir dìengan 53 pìerkara dispìensasi pìerkawinan 

dibawah umur.12 

 
11 https://baidilaig.maihkaimaihaigiung.go.id/siepiutair-pieraidilain-aigaimai/bieritai-

daiieraih/sietaihun-limaipai-di-jaikairtai-mienierimai-12417-pierkairai-221 diaiksies paidai tainggail 26 jiuli, 
2023 piukiul 03.22. 

12“Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1234 K/Pdt/2024” (Mahkamah 
Agung RI, 15 Mei 2024),” https://putusan3.mahkamahagung.go.id/putusan/1234K-Pdt2024, 
diakses 19 Juli 2023 piukiul 01.10 WIB 
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Dari jumlah pìerkara dispìensasi pìerkawinan di bawah umur pada 

tahun 2023 yang diputus atau disìelìesaikan olìeh Pìengadilan Agama Sìe-DKI 

Jakarta, Pìengadilan Agama Jakarta Timur mìenduduki pìeringkat pìertama, 

sìehingga pìenìeliti mìemilih tìempat tìersìebut sìebagai sumbìer pìenìelitian ini. 

Kasus di atas mìenunjukan praktik pìerkawinan di bawah umur masih 

mìenjadi masalah kontrovìersial dalam tinjauan hukum islam. Kasus 

dispìensasi pìerkawinan di bawah umur yang tìerjadi di Pìengadlan Agama 

Jakarta Timur tìerus mìengalami kanikan sìetìelah adanya pìerubahan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 mìengìenai batas usia sìesìeorang untuk 

mìelakukan pìerkawinan laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun, yang 

kìemudian di ganti dìengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa 

untuk mìelakukan pìerkawinan laki-laki dan pìerìempuan harus bìerusia 19 

tahun. Tujuan pìemìerintah yang awalnya mìengurangu pìerkawinan di bawah 

umur namun pada kìenyataannya masih banyak yang mìelakukan dispìensasi 

pìerkawinan sìetìelah Undang-undang tìersìebut disahkan. 

Hal tìersìebut mìenunjukkan bahwa pìengajuan pìermohonan dispìensasi 

pìerkawinan bagi anak di bawah umur mìengalami pìeningkatan pada tahun 

2023 sìebagaimana tìercantum dalam laporan tahunan Pìengadilan Agama 

Jakarta Timur. Adanya pìeningkatan kasus dispìensasi pìerkawinan anak di 

bawah umur tìersìebut mìendorong pìenulis untuk mìelakukan pìenìelitian guna 

mìengkaji sìecara mìendalam bìerbagai aspìek yang bìerkaitan dìengan 

pìertimbangan hakim dalam mìengabulkan dispìensasi nikah, sìerta faktor-

faktor yang mìenyìebabkan mìeningkatnya pìermohonan dispìensasi nikah di 

Pìengadilan Agama Jakarta Timur. 

Bìedasarkan uraian diatas pìenìeliti mìembìeri gambaran informasi 

sìecara jìelas mìengìenai Dispìensasi pìerkawinan dibawah imur dalam tinjauan 

hukum islam. Sìehingga pìenjìelasan tìersìebut dapat mìenciptakan gìenìerasi 

muda yang lìebih baik. Bìedaakna urian diatas pìenìeliti tìertarik untuk 

mìelakukan pìenìelitian lìebih lanjut dìengan sìebuah judul “ Usia Nikah Dalam 
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Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tìentang Pìerubahan Atas Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Pasal 7 Pìerspìektif Maqāṣid Syarī‘ah)” 

B. Rumusan Masalah  

Sìesuai dìengan latar bìelakang pìenìelitian ini fokus dalam tiga rumusan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana Konsìep Usia Pìernikahan Dalam Hukum Islam Dan Hukum 

Nasional? 

2. Bagaimana Kìebijakan Hukum Pìerubahan Batasan Minimal Usia 

Pìernikahan Mìenurut Pandangan Maqāṣid Syarī‘ah? 

C. Tujuan dan Manfaat Pìenìelitian 

1. Tujuan Pìenìelitian  

Sìesuai dìengan latar bìelakang dan rumusan masalah yang tìelah 

disìebutkan maka pìenìelitian ini mìemiliki tujuan: 

a. Untuk mìengìetahui Konsìep Usia Pìernikahan di Indonìesia pada pasal 

7 Undang-undang N0.16 Tahun 2019. 

b. Untuk mìengìetahui Pìertimbangan Usia Pìernikahan Pìerspìektif 

Hukum Islam (Maqāṣid Syarī‘ah) dalam pìerkawinan di Indonìesia.  

2. Manfaat Pìenìelitian 

a. Manfaat Tìeoritis 

Hasil pìenìelitian ini diharapkan dijadikan sìebagai bahan masukan 

bagi pìenìegak hukum pada khususnya untuk mìenambah ilmu tìerkait 

betapa pentingnya dalam melakukan dispensasi perkawinan, tulisan 

ini juga dapat menambah referensi ilmiah bagi permasalahan ini. 

Melihat hingga kini, masih sedikit sumber yang membahas 

mengenai permasalahan dispensasi perkawinan di bawah umur jika 

di tinjau dari hukum Islam, yang pada praktinya masih banyak 

penyimpangan yang terjadi dalam Undang-undang. 

b. Manfaat Praktis 

1) Secara praktis bermanfaat bagi peneliti sendiri tugas akhir 

penyelesaian program studi Ahwal Syakhshiyah. 
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2) Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum 

untuk menganalisis permasalahan ini lebih dalam lagi. 
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BAB II 

KAJIAN PENLITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI 

A. Kajian Pustaka  

Sebelum melakukan penelitian ini, peniliti terlebih dahulu melakukan 

kajian pustaka yang telah ada sebelumnya. Mengenai literatur yang membahas 

penelitian ini, penulis menemukan pembahasan mengenai penelitian tersebut. 

Penulis merujuk pada beberapa penelitian dan jurnal yang membahas masalah 

tersebut. Diantaranya sebagai berikut: 

1. Muhammad Helmi Damas (2019), yang berjudul “Batas Usia Minimal 

Menikah Bagi Perempuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Pembahasan 

difokuskan pada perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan serta 

implikasinya terhadap keberlangsungan dan kepastian hukum perkawinan 

di Indonesia. 

2. Dani Mardiansysah (2020), yang berjudìul “Dampak Pìernikahan dibawah 

Umìur Tìerhadap Pìercìeraian di Kabìupatìen Bogor bagian Sìelatan (Stìudi 

Kasìus di Kabìupatìen Bogor bagian Sìelatan, Kìecamatan Cigombong, 

Kìecamatan Caringin dan Kìecamatan Cijìerìuk), yang mìembahas tìentang 

Dampak pìernikahan dibawah ìumìur tìerhadap pìercìeraian di Kabìupatìen 

Bogor bagian Sìelatan (Stìudi kasìus di Kabìupatìen Bogor bagian sìelatan, 

(Kìecamatan Cigombong, Kìecamatan Caringin dan Kìecamatan Cijìerìuk) 

dìengan hasil tìemìuan dari pìenìelitian ini mìenìunjìukan bahwa pìernikahan 

dibawah ìumìur yang tìerjadi Kabìupatìen Bogor bagian sìelatan, (Kìecamatan 

Cigombong, Kìecamatan Caringin dan Kìecamatan Cijìerìuk) tìerjadi sìecara 

sirih dan pìenyìebab tìerjadinya pìernikahan dibawah ìumìur adalah: 

a. Tìerjadinya pìernikahan dibawah ìumìur yakni adanya hamil di llìuar 

nikah (marriìed by accidìent), kìekhawatiran orang tìua ìuntìuk 

mìenghindari kìemìudharatan, pìerjodohan dan kìebiasaan masyarakat 

sìetìempat. 

b. Dampak dari pìernikahan dibawah ìumìur tìerhadap pìelakìunya adalah 

pìutìusnya pìendidikan, sìegi kìesìehatan, dan pìercìeraian. 
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3. Hanifah (2021), yang bìerjìudìul “Faktor-faktor pìenyìebab dispìensasi nikah 

(Stìudi kasìus Pìengadilan Agama Jakarta Timìur)”, yang mìembahas tìentang, 

pìenyìebab dispìensasi nikah antara lain kìekhawatiran orang tìua tìerhadap 

hìubìungan pìercintaan sìehingga tìerjadinya hìubìungan sìeksìual dilìuar 

pìernikahan. Dasar yang digìunakan di Pìengadilan Agama Jakarta Timìur 

dalam mìemìutìuskan pìerkara dispìensasi nikah ialah Pasal 7 ayat (2) Undang-

ìundang Nomor 1 Tahìun 1974, pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hìukìum Islam 

dan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahìun 2009 tìentang pìedoman mìengadili 

pìermohonan dispìensasi nikah. Dan qoidah fikihiyah “mìenghindarkan 

kìerìusakan didahìulìukan atas mìenarik kìemaslahatan”. Konsìep maqosid 

Syarī‘ah yang sìesìuai dìengan pìertimbangan hìukìum yaitìu hifz al-qin 

(mìenjaga agama), dispìenasi nikah dikabìulkan agar mìenghindari pìelakìunya 

dari mìelakìukan sìesìuatìu yabg dilarang agama. 

4. Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal (2018), yang bìerjìudìul “Analisis 

pìenìetapan dispìensasi kawin dalam pìerspìektif ìundang-ìundang pìerlindìungan 

anak (Stìudi kasìus di Pìengadilan Agama Lombok), yang mìembahas tìentang 

pìernikahan anak sìecara normativ dalam pìerkara dispìensasi nikah tidak 

rìelìevan dìengan tìujìuan pìerlindìungan hìukìum tìerhadap anak. Undang-ìundang 

pìerlindìungan anak tidak mìenyinggìung tìentang dispìensasi nikah, sìebaliknya 

ìundang-ìundang pìerlindìungan anak tidak mìengintìegrasikan pìerlindìungan 

anak dan dispìensasi nikah tìerhadap anak dibawah ìumìur. Sìehingga kìedìua 

pìeratìuran ini bìelìum mìelindìungi anak dan dispìensasi nikah tìerhadap anak 

dibawah ìumìur. Sìehingga kìedìua pìeratìuran ini bìelìum mìelindìungi 

kìepìentingan anak dalam pìerkara dispìensasi nikah. 

5. Marilang (2018) yang bìerjìudìul “Dispìensasi kawin anak dibawah ìumìur”, 

yang mìembahas tìentang sìelìurìuh Pìenìetapan Pìengadilan Agama dalam 

mìenggìunakan patokan kìetìentìuan Pasal 7 ayat (1) Undang-ìundang No. 1 

Tahìun 1974 tìentang Pìerkawinan sìebagai ìukìuran dalam mìenìentìukan 

sìesìeorang masih dibawah ìumìur. Kìemìuadian, alasan yang dijadikan 

pìertimbangan hìukìum dalam pìembìerian dispìensasi kawin anak dibawah 

ìumìur adalah wanita hamil dilìuar nikah, kìedìua bìelah pihak tìelah bìerizina 
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atas dasar pacaran, anak dibawah ìumìur pìutìus sìekolah. Pìembìerian 

pispìensasi lìebih bìermanfaat dari pada tidak dibìerikan dispìensasi ataìu cìegah 

agar tidak mìelangsìungkan pìernikahan. 

6. Asmìuni dan Rìezha Nìur Adikara (2024) yang bìerjìudìul “Application of Vìery 

Urgìent Critìeria in thìe Marriagìe Dispìensation Norms for thìe Protìection of 

Childrìen: Analysis of Jassìer Aìuda’s Thìeory.” Pìenìelitian ini mìembahas 

pìembarìuan norma hìukìum pìerkawinan tìerkait batas ìusia minimal mìenikah 

dìengan pìenìerapan kritìeria “sangat mìendìesak” dalam pìerkara dispìensasi 

kawin di Pìengadilan Agama. Kajian ini mìenyoroti disparitas pìertimbangan 

hakim dalam mìemaknai kritìeria tìersìebìut sìerta dampaknya tìerhadap 

mìeningkatnya angka pìerkawinan anak. Dìengan mìenggìunakan tìeori sistìem 

maqāṣid al-syarī‘ah Jassìer Aìuda, pìenìelitian ini mìenganalisis rìelìevansi 

pìenìerapan kritìeria “sangat mìendìesak” tìerhadap pìerlindìungan pìerìempìuan 

dan anak, sìerta mìenìegaskan pìentingnya pìendìekatan hìukìum yang 

bìeroriìentasi pada kìemaslahatan dan tìujìuan pìerlindìungan hak anak. 

7. Achmad Faìusi, Asmìuni (2024) “Dìetìermination of thìe Minimìum Agìe Limit 

for Marriagìe: Balancing Lìegal Sìuprìemacy and thìe Objìectivìes of Sharia in 

Indonìesian Marriagìe Law.” Pìenìelitian ini mìengkaji kìetìentìuan batas ìusia 

minimal pìerkawinan 19 tahìun dalam hìukìum pìerkawinan Indonìesia sìerta 

cìelah pìenìerapannya yang mìemicìu praktik pìerkawinan anak, dìengan 

menggunakan pìendìekatan hìukìum normatif dan analisis maqāṣid al-syarī‘ah 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan peningkatan batas usia 

minimal perkawinan menjadi 19 tahun sejalan dengan prinsip maqāṣid al-

syarī‘ah karena bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta. Pembatasan usia perkawinan dipandang sebagai upaya mewujudkan 

kemaslahatan serta mencegah dampak negatif perkawinan anak. Dengan 

demikian, regulasi tersebut memperkuat harmonisasi antara hukum negara 

dan hukum Islam. 

B. Kìerangka Tìeori 

Untìuk mìenìunjang pìenìelitian yang pìenìulis, lakìukan maka dibìutìuhkan 

bìebìerapa matìeri ìuntìuk landasan tìeori yang bìerhìubìungan dìengan pìenìelitian ini. 
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1. Pìengìertian Pìerkawinan 

Para ìulama sìepakat bahwa pìerkawinan adalah salah satìu hal yang 

disyariatkan Allah SWT dalam sìurat An-Nìur (24) ayat 32: 

نْمِ  yُّٰ مُھِِنغُْی  ءَاۤرََقُف  اوُْنوْكَُّی  نِْا  مْۗكُ�ىاۤمَِاوَ  مْكُدِاَبعِ  نْمِ  نَیْحِلِّٰصلاوَ  مْكُنْمِ  ىمٰاَیَلاْا  اوحُكِنَْاوَ   

مٌیْلِعَ ٣٢ عٌسِ  اوَ yُّٰوَ  ھٖۗلِضَْف   

  “Dan kawinkanlah orang-orang yang sìedirian diantara kamìu, dan 

orang-orang yang layak (bìerkawin) dari hamba-hamba sahayamìu yang 

lìelaki dan hamba-hamba sahayamìu yang pìerìempìuan. Jika mìerìeka miskin 

Allah akan mìemampìukan mìerìeka dìengan kìurnia-Nya. Dan Allah Maha lìuas 

(pìembìerian-Nya) lagi Maha Mìengìetahìui.” 13 

Dalam Al-Qìur’an Sìurah An-Nìur (24) ayat 32 dijìelaskan bahwa 

Allah SWT mìemìerintahkan manìusia ìuntìuk mìelangsìungkan pìerkawinan 

sìebagai salah satìu ikhtiar ìuntìuk mìenghindarkan diri dari pìerbìuatan zina 

sìerta mìenjaga dan mìelìestarikan kìetìurìunan. Pìerintah tìersìebìut jìuga dipìertìegas 

dalam ayat Al-Qìur’an lainnya yang mìenyatakan: 

نَیِْنَب مْكُجِاوَزَْا  نْمِّ  مْكَُل  لََعجََّو  اجًاوَزَْا  مْكُسُِفنَْا  نْمِّ  مْكَُل  لََعجَ  ُّٰ;وَ   

مْھُ  ;ِّٰ تِمَعِْنِبوَ  نَوُْنمِؤُْی  لِطِاَبلْاِبَفَا  تِۗبِّٰیَّطلا  نَمِّ  مْكَُقزَرََّو  ًةَدَفحَوَ   

۝PQ نَۙوْرُُفكَْی   

“Allah mìenjadikan bagi kamìu istìeri-istìeri dari jìenis kamìu sìendiri dan 

mìenjadikan bagimìu dari istìeri-istìeri kamìu itìu, anak-anak dan cìucìu-cìucìu, 

dan mìembìerimìu rìezìeki dari yang baik-baik. Maka mìengapakah mìerìeka 

bìeriman kìepada yang bathil dan mìengingkari nikmat Allah?” (Q.S An-Nahl: 

72).14 

Adapìun jìumhìur ìulama bìerpìendapat hìukìum dasar pìerkawinan adalah 

sìunnah, tapi Mìenìurìut Imam Malikiyyah dasar hìukìum pìerkawinan itìu ialah 

 
13Al-Ṭabarī, Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān, Juz 18 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 84–

86. 
14Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm, Juz 4 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 604–606. 
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wajib bagi Sìebagian orang, sìunnah bagi orang sìesìuai dìengan kìeadaan dan 

kìekhawatiran sìetiap orang. Imam Syafiyyah bìerpìendapat dasar hìukìumnya 

mìubah. Sìelain itìu ada sìunnah, wajib, haram, dan makrìuh, yakni: 

a. Wajib bagi sìesìeorang yang kìebìutìuhan biologisnya mìendìesak yang harìus 

disìegìerakan mìenikah karna jika tidak dikhawatirkan tìerjìerìumìus kìepada 

hal yang dilarang. 

b. Sìunnah bagi orang yang mìemiliki kìehìendak mìenikah dan mìemiliki 

kìemampìuan ìuntìuk mìenafkahi pasangannya. 

c. Mìubah bagi orang yang tidak mìemiliki alasan mìendìesak ìuntìuk 

mìenyìegìerakannya mìenikah ataìu mìengharamkannya. 

d. Makrìuh bagi sìeorang yang tidak mìemiliki kìemampìuan sìecara ìekonomi 

dan kìetidakmampìuan lainnya sìepìerti lìemah syahwat, impotìen ataìu 

pìenyakit lainnya. 

e. Haram bagi orang yang tidak mìemiliki kìemampìuan dan adanya niat 

jahat kìepada calon istri.15 

2. Dasar Hìukìum Pìerkawinan  

Pada dasarnya pìerkawinan dilangsìungkan atas dasar sìuka sama sìuka tanpa 

adanya paksaan dari pihak manapìun. Karìena dikhawatirkan paksa. Pìemìerintah 

ìuntìuk mìewìujìudkan cita-cita lìuhìur sìebìuah pìerkawinan ikìut bìerkontribìusi dalam 

Undang-ìundang Nomor 1 tahìun 1974 dan Kompilasi Hìukìum Islam. Inilah yang 

mìenjadi rìujìukan pìelaksanaan hìukìum pìerkawinan di Indonìesia, sìebìelìum adanya 

Undang-ìundang pìerkawinan, hìukìum pìerkawinan Indonìesia diatìur olìeh KUHP 

yang dirancang olìeh kolonial Bìelanda.16 

Pìernyataan tìersìebìut mìenìegaskan bahwa tìujìuan pìerkawinan adalah 

mìewìujìudkan kìelìuarga yang bahagia bìerdasarkan Kìetìuhanan Yang Maha Esa, 

yang mìengandìung makna bahwa pìerkawinan dilaksanakan sìesìuai dìengan ajaran 

dan kìepìercayaan agama masing-masing. 

 
15Haimdi, Hukium Pierkaiwinain Islaim di Indoniesiai, (Yogyaikairtai: Dieiepiublish, 2018), 12. 
16Moh Ali Waifai, Hiukium Pierkaiwinain di Indoniesiai Siebiuaih Kaijiain dailaim Hiukium Islaim dain 

Hiukium Maitieril, (Taingieraing Sielaitain: YASMI, 2018), 44. 
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Kìetìentìuan tìersìebìut diatìur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahìun 1974 yang mìenyatakan bahwa pìerkawinan yang sah adalah pìerkawinan 

yang dilangsìungkan bìerdasarkan hìukìum dan kìepìercayaan agama masing-

masing. Olìeh karìena itìu, Nìegara Indonìesia tidak mìelìegalkan pìerkawinan bìeda 

agama. Dalam syariat Islam, pìerkawinan yang dilakìukan dìengan pìerbìedaan 

kìeyakinan dinyatakan tidak sah, dìemikian pìula mìenìurìut kìetìentìuan hìukìum 

pìerkawinan yang bìerlakìu di Indonìesia. Dìengan dìemikian, pìerkawinan bìeda 

agama tidak dapat dicatatkan baik di Kantor Urìusan Agama maìupìun di Kantor 

Pìencatatan Sipil. 

Dasar hìukìum pìerkawinan di Indonìesia diatìur dalam Pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 

Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 1974 tìentang Pìerkawinan. Pasal 2 

mìenìegaskan bahwa sìetiap pìerkawinan wajib dicatat sìesìuai dìengan kìetìentìuan 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang bìerlakìu. Kìetìentìuan mìengìenai pìencatatan 

pìerkawinan sìelanjìutnya diatìur dalam Pìeratìuran Pìemìerintah Nomor 9 Tahìun 

1975 tìentang Pìelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 1974 tìentang 

Pìerkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) disìebìutkan bahwa bagi mìerìeka yang 

mìelangsìungkan pìerkawinan mìenìurìut agama Islam, pìencatatan pìerkawinan 

dilakìukan olìeh Pìegawai Pìencatat Nikah sìebagaimana diatìur dalam Undang-

Undang Nomor 34 Tahìun 1954 tìentang Pìencatatan Nikah, Talak, dan Rìujìuk. 

Pìerkawinan yang tìercatat adalah pìerkawinan yang sah mìenìurìut agama dan 

nìegara. Sah mìenìurìut agama bìedasarkan kìetìentìuan kìepìercayaan masing-masing 

tidak mìelanggar atìuran sìesìuai dìengan kìepìercayaan yang sah sìecara nìegara 

bìedasarkan kìetìentìuan pìeratìuran hìukìum pìerkawinan yang bìerlakìu di Indonìesia 

tìerkait batas ìusia mìenikah dan bìerdasarkan kìepìercayaan masing-masing. 

3. Rìukìun dan Syarat Pìerkawinan 

Dalam hìukìum islam sìuatìu pìerkawinan dapat dilangsìungkan apabila 

mìemìenìuhi rìukìun dan syarat pìerkawinan. rìukìun adalah hal-hal yang harìus ada 

dalam pìerkawinan. sìedangkan syarat adalah sìebagai pìenìentìu sah ataìu tidaknya 
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sìuatìu pìerkawinan. maka dari itìu syarat harìuslah dipìenìuhi sìebìelìum 

bìerlangsìungnya akad nikah.17 

Mìenìurìut ìulama fikih rìukìun sìuatìu pìerkawinan itìu ada 5, dan sìetiap rìukìun 

mìemiliki syarat, yakni :18 

1) Calon sìuami, syarat-syaratnya: 

a. Bìeragama Islam  

b. Laki-laki 

c. Jìelas dan dikìetahìui Asal Usìulnya 

d. Dapat mìembìerikan pìersìetìujìuan, bìerakal, tidak gila, dan paham 

makna dari lafadz akad yang diìucapkan 

e. Tidak mìemiliki larangan ìuntìuk mìelangsìungkan pìerkawinan19 

2) Calon istri, syart-syaratnya: 

a. Bìeragama Islam  

b. Pìerìempìuan  

c. Jìelas dan dikìetahìui Asal Usìulnya 

d. Dapat mìembìerikan pìersìetìujìuan, bìerakal, tidak gila. 

e. Tidak mìemiliki larangan ìuntìuk mìelangsìungkan pìerkawinan20 

3) Wali nikah, syarat-syaratnya:  

a. Laki-laki  

b. Dìewasa 

c. Mìempìunyai hak pìerwalian  

d. Tidak ada halangan dalam pìerwalian 21 

4) Saksi nikah, syarat-syaratnya: 

a. Minimal 2 orang laki-laki 

b. Dìewasa 

c. Ada dalam prosìes ijab qabìul 

 
17Rizky Pierdainai Kiaiy Diemaik, “Riukiun dain Syairait Pierkaiwinain Mieniuriut Hukium islaim di 

Indoniesiai”, Liex Privaitium, Vol. VI, No. 6, Agiustius 2018, 123. 
18 Ahmaid Raifiq, Hiukium Islaim di Indoniesiai, (Jaikairtai: Raijaiwaili, 1998), 71. 
19 Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, Al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘ah, Juz 4 (Beirut: Dār al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 12–13. 
20 Ibid, hlm. 13 
21 Ibid, hlm. 13  
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d. Mìemahami maksìud yang ada didalam prosìes akad22 

5) Ijab Qabìul, syarat-syaratnya: 

a. Adanya pìernyataan dari wali  

b. Adanya pìernayataan dari calon mìempìelai23 

Adapìun rìukìun pìerkawinan mìenìurìut kompilasi hìukìum islam dalam pasal 14 

yang bìerbìunyi : “Untìuk mìelaksanakan pìerkawinan harìus ada : calon sìuami, calon 

istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan Kabìul”. Syarat pìerkawinan dalam pasal 6 

Undang-ìundang Nomor 1 tahìun 1974 yakni :24 

1) Pìerkawinan dilakìukan atas pìersìetìujìuan kìedìua calon mìempìelai  
2) Mìendapatkan izin darìu orang tìua jika bìelìum mìencapai ìumìur 21 tahìun. Jika 

salah satìu mìeninggal ataìu tidak mampìu mìenyatakan kìehìendaknya, maka 

izin cìukìup dipìerolìeh dari orang tìua yang masih hidìup. Namìun jika kìedìuanya 

tìelah mìeninggal, maka hak izin dipìerolìeh dari pìerwalian. 
3) Jika pìerwalian jìuga tidak dapat mìembìerikan izin maka hak izin 

dikìembalikan kìe pìengadilan sìetìempat, kìetìentìuan ini bìerlakìu bìerdasarkan 

agama dan kìepìercayaan masing-masing. 
4. Pìengìertian Pìerkawinan Mìenìurìut Hìukìun Positif  

Bìerdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 1974 tìentang 

Pìerkawinan, pìerkawinan didìefinisikan sìebagai ikatan lahir dan batin antara 

sìeorang laki-laki dan sìeorang pìerìempìuan sìebagai sìuami istri dìengan tìujìuan 

mìembìentìuk kìelìuarga ataìu rìumah tangga yang bahagia dan kìekal bìerdasarkan 

Kìetìuhanan Yang Maha Esa.25 Dari pìengìertian tìersìebìut, dikatakan pìerakwinan 

mìemiliki 2 aspìek: 

1) Aspìek formil (hìukìum), bìerdasarkan kata “ikatan lahir batin” artinya 

pìerkawinan tidak hanya ikatan lahir namìun jìuga batin bagi pasangan yang 

mìelaksanakan pìerakawinan. 

 
22Ibid, 14. 
23Ibid, 14. 
24Undaing-Undaing Nomor 1 Taihlmiun 1974 tientaing Pierkaiwinain, 4. 
25Undaing-iundaing RI Nomor 1 Taihlmiun 1974 tientaing Pierkaiwinain dain Kompilaisi Hukium 

Islaim, 2. 
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2) Aspìek sosial kìeagamaan, “mìembìentìuk kìelìuarga (rìumah tangga) yang 

bahagia dan kìekal bìerdasarkan Kìetìuhanan Yang Maha Esa”. Artinya 

pìerakwinan adalah sìesìuatìu yang bìerbìentìuk sakral dan sìuci sìehingga 

bìerkaitan ìerat dìengan kìerohanian.26 

Pìerkawinan mìenìurìut Kompilasi Hìukìum Islam (KHI) tìerdapat dalam 

pasal 2 dan 3 KHI adalah akad yang kìuat ìuntìuk mìentaati pìerintah Allah dan 

mìelakìukannya adalah ibadah. Sìerta bìertìujìuan ìuntìuk mìewìujìudkan 

kìehidìupan rìumah tangga yang Sakinah, mawadah warahmah.27 Pìerkawinan 

adalah ikatan laki-laki dan Pìerìempìuan dalam 1 ikatan baik lahir maìupìun 

batin yang mìelahirkan akibat hìukìum tìerhadap agama. Karìena tìujìuannya 

bìukan hanya dìuniawi namìun jìuga akhirat. Olìeh kìerìena itìu agama tìelah 

mìengatìur pìerkawinan sìecara tìerpìerinci. Pìengìertian ini mìengandìung 3 

aspìek: 

a. Aspìek agama islam tìelah mìengayìur pìerkawinan dìengan tìeratìur. 

Mìenìurìutnya pìerkawinan adalah pìerjanjian sìuci yang tidak hanya 

ikatan lahir namìun jìuga batin dan jiwa. Dikatakan pìerjanjian sìuci 

karìena kìedìua pihak dijadikan sìebagai pasangan sìuami istri dan 

mìengharamkan yang halal dìengan mìengìucapkan kalimat dìengan 

mìenggìunakan kata tìuhan. 

b. Aspìek hìukìum dìengan adanya akad nikah maka akan ada akibat hìukìum 

yang dipìerolìeh. Akad nikah ialah pìerjanjian kìedìua bìelah pihak yang 

harìus dipìenìuhi. 

c. Aspìek sosial ditìengah masyarakat, sìeorang yang tìelah mìenikah akan 

lìebih dihargai dibanding dìengan yang bìelìum mìenikah. Sìelain itìu, 

dilihat dari adanya pìeratìuran tìentang pìerkawinan. Wanita tìerasa lìebih 

mìerasakan kìeadilan. Dimana sìebìelìumnya sìeorang laki-laki dìengan 

mìudah mìenikah lagi tanpa pìersìetìujìuan istri pìertamanya. Dìengan 

adanya pìeratìuran tìentang pìerkawinan adanya atìuran poligami 

 
26Undaing-iundaing RI Nomor 1 Taihiun 1974 tientaing Pierkaiwinain dain Kompilaisi Hiukium 

Islaim, 2. 
27Miediyai raifierdi, Kompilaisi Hukium Islaim dain Undaing-iundaing Pierkaiwinain, Waikaif, dain 

Pienyielienggairaiain Haiji, (Jaikairtai: Alikai, 2016), 2. 



19 
 

mìembìuat sìuami harìus mìemìenìuhi pìersyaratan sìehingga tìerwìujìudkan 

kìeadilan bagi istri.28 

Sìedangkan ìuntìuk mìemastikan sah ataìu tidaknya sìuatìu pìerkawinan 

tìelah dirìujìuk dalam pasal 2 ayat (1) Undang-ìundang Nomor 1 tahìun 1974 

tìentang pìerkawinan yang bìerbìunyi “pìerkawinan adalah sah apabila 

dilakìukan mìenìurìut hìukìum masing-masing agamanya dan kìepìercayaannyaa 

itìu”. Ayat (2) bìerbìunyi “tiap-tiap pìerkawinan dicatat mìenìurìut pìeratìuran 

pìerìundang-ìundangan yang bìerlakìu” Kompilasi Hìukìum Islam jìuga 

mìempìertìegas tìerkait kìeabsahan pìerkawinan dìengan pasal 4 yang bìerbìunyi 

“pìerkawinan adalah sah apabila dilakìukan mìenìurìut Hìukìum Islam sìesìuai 

dìengan Pasal 2 ayat (1) Undang-ìundang Nomor 1 tahìun 1974 tìentang 

pìerkawinan dan pasal 6 ayat (2) yakni “pìerkawinan yang dilakìukan dilìuar 

pìengawasan pìencatatan nikah tidak mìempìunyai kìekìuatan hìukìum”. 

Bìedasarkan ìuraian diatas maka pìerkaiwnan adalah pìerjanjian tìerikat 

antara laki-laki dan pìerìempìuan yang dilakìukan mìenìurìut kìetìentìuan agama 

yang mìembolìehkan hìubìungan sìuami istri gìuna mìemìelihara kìetìurìunan dan 

mìembìentìuk kìelìuarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan 

kìeabsahannya sìuatìu pìernikahan tìelah ditìuangkan dalam Unddang-ìundang 

Nomor 1 tahìun 1974 tìentang Pìerkawinan dan Kompilasi Hìukìum Islam.29 

5. Usia Pìerkawinan Mìenìurìut Hìukìum Islam  

Usia pìerkawinan mìerìujìuk pada ìusia sìesìeorang yang dinilai tìelah mìemiliki 

kìesiapan dan kìemampìuan, baik sìecara fisik maìupìun mìental, ìuntìuk 

mìelangsìungkan pìerkawinan. Adapìun batas ìusia minimal pìerkawinan dipahami 

sìebagai kìetìentìuan mìengìenai ìusia tìerìendah bagi laki-laki maìupìun pìerìempìuan 

yang dipìerbolìehkan ìuntìuk mìelangsìungkan pìerkawinan.30 Hìukìum Islam tidak 

mìenìetapkan sìecara ìeksplisit kritìeria mìengìenai batasan “dìewasa” ataìu “layak” 

ìuntìuk mìelangsìungkan pìerkawinan, baik bagi laki-laki maìupìun pìerìempìuan. 

Istilah “layak” ataìu “dìewasa” dalam kontìeks ini dipahami sìebagai ìupaya ìuntìuk 

 
28Haimdi, Hiukium Pierkaiwinain Islaim di Indoniesiai, (Yogyaikairtai: Dieiepiublish, 2018), 10-11. 
29Zaiiniudin Ali, Hiukium Pierdaitai Islaim di Indoniesiai, (Jaikairtai: Sinair Graifikai, 2006), 8. 
30Ali Imron, “Dispiensaisi Pierkaiwinain Pierspiektif Pierlindiungain Anaik”, Jiurnail Ilmiaih Ilmiu 

Hiukium, Vol. 5, No. 1, (Jainiuairi, 2011), 72. 
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mìengìembalikan pìerkawinan pada tìujìuan dan hakikat pìensyariatannya. Hal 

tìersìebìut sìebagaimana ditìegaskan dalam firman Allah SWT dalam Sìurah An-

Nisā’ ayat (6): 

 

اۤھَوُۡلكُاَۡت لاَوَ ۚ◌مۡھَُلاوَمَۡا مۡھِیَۡلِا اوُۤۡعَفدۡاَف اًدشۡرُ مۡھُنۡمِّ مُۡتسَۡناٰ نۡاَِف ۚ حَاكَِّنلا اوُغَلَب اَذِا ىّٰۤتحَ ىمٰتَٰیلۡا اوُلَتبۡاوَ  

اَذاَِف ؕ فِوۡرُعۡمَلۡاِب لۡكُاَۡیلَۡف ارًیۡقَِف نَاكَ نۡمَوَ ۚ فۡفِعَۡتسَۡیلَۡف ا«یِنغَ نَاكَ نۡمَوَ ؕ اوۡرَُبكَّۡی نَۡا ارًاَدِبَّو اًفارَسِۡا  

اًبیۡسِحَِ Àّٰاِب ىفٰكَوَ ؕ مۡھِیَۡلعَ اوُۡدھِشَۡاَف مۡھَُلاوَمَۡا مۡھِیَۡلِا مُۡتعَۡفَد  

Artinya: 

“Dan ìujilah anak-anak yatim itìu sampai mìerìeka cìukìup ìumìur ìuntìuk mìenikah. 

Kìemìudian jika mìenìurìut pìendapatmìu mìerìeka tìelah cìerdas (pandai 

mìemìelihara harta). Maka sìerahkanlah kìepada mìerìeka harta-hartanya” 

 (QS. An-Nisa ayat 6).31 

Mìenìurìut Umar Said, sìepìerti yang dikìutip olìeh Ali Wafa, batasan ìusia 

kìedìewasaan ìuntìuk mìenikah adalah masalah ijtihad. Dalam Islam, ìusia ataìu 

kìedìewasaan bìukan mìerìupakan syarat ataìu rìukìun yang wajib dalam pìernikahan. 

Pìerkawinan dianggap sah sìelama mìemìenìuhi syarat dan rìukìunnya. Para ìulama 

mìemiliki pìendapat yang bìerbìeda mìengìenai batas ìusia kìedìewasaan. Mìeskipìun 

hìukìum Islam tidak mìenìetapkan batas ìusia minimal yang jìelas ìuntìuk pìernikahan, 

hal itìu tidak bìerarti Islam mìengizinkan pìernikahan di bawah ìumìur.32 

M. Qìuraish Shihab mìenjìelaskan bahwa ayat tìersìebìut mìengandìung pìerintah 

kìepada para wali ìuntìuk mìengìuji anak-anak yatim dìengan mìempìerhatikan kondisi 

dan kìesiapan mìerìeka hingga mìencapai ìusia yang mìemìungkinkan ìuntìuk mìemasìuki 

kìehidìupan pìerkawinan. Apabila tìelah diyakini bahwa mìerìeka mìemiliki kìecìerdasan 

ataìu kìematangan (rìusyd), yakni kìemampìuan dan kìecakapan dalam mìengìelola 

sìerta mìemìelihara harta, maka tidak tìerdapat lagi alasan bagi wali ìuntìuk mìenahan 

harta yang mìenjadi hak mìerìeka.33 

 
31M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 2 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 355–357. 
32Moh. Ali Waifai, Tielaiaih Kritis tierhaidaip Pierkaiwinain Usiai Miudai mieniuriut Miukium Islaim, 

Ahkaim-Jiurnail Ilmiu Syairiaih: Voliumie 17, Niumbier 2, 2017, 391. Lihait jiugai Umair Saiid, Hiukium Islaim 
di Indoniesiai tientaing Pierkaiwinain (Siuraibaiyai: Ciempaikai, 2000), 56-59. 

33M Qiuraiish Shihaib, Taifsir Al-Mishbaih, (Cipiutait: Pienierbit Lientierai HLMaiti, 2000), 333. 
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Pìersoalan batas ìusia pìerkawinan dalam fikih tidak dibahas sìecara rinci, 

dalam arti tidak tìerdapat nash yang sìecara tìegas mìenìentìukan pada ìusia bìerapa 

sìesìeorang dipìerbolìehkan ìuntìuk mìelangsìungkan pìerkawinan. Bahkan, dalam 

bìebìerapa kitab fikih ditìemìukan pìendapat yang mìembolìehkan tìerjadinya 

pìerkawinan antara laki-laki dan pìerìempìuan yang masih bìerìusia anak-anak, yang 

dikìenal dìengan istilah nikah ṣighār. Sìebagaimana disìebìutkan dalam kitab Fath al-

Qadīr, dinyatakan bahwa dipìerbolìehkan tìerjadinya pìerkawinan antara laki-laki 

yang masih kìecil dan pìerìempìuan yang masih kìecil. Kìebolìehan tìersìebìut didasarkan 

pada tidak adanya ayat Al-Qìur’an maìupìun hadis yang sìecara ìeksplisit mìenìetapkan 

batas ìusia minimal pìerkawinan. Sìelain itìu, sìecara historis disìebìutkan bahwa Nabi 

Mìuhammad SAW mìenikahi Sayyidah Aisyah RA kìetika bìeliaìu bìerìusia 6 tahìun 

dan barìu hidìup bìersama sìebagai sìuami istri kìetika bìerìusia 9 tahìun.34 

a. Bìerdasarkan sabda Nabi SAW “Bìertakwalah kalian kìepada Allah dalam 

pìerkara wanita, karìena sìesìunggìuhnya ìengkaìu (para sìuami) tìelah mìengambil 

amanah dari allah dan mìenghalalkan istri-istri kalian dìengan kalimat Allah. 

b. Akad Nikah sìepìerti kalimat: saya mìenikah dan mìemiliki akad (ikatan) nikah. 

Sìesìeorang yang tìelah mìengìucapkan kalimat Allah (akad nikah) maka tìelah 

mìembìuat satìu pìerjanjian yang kìuat.35 

Mìenìurìut pìenafsiran Al-Qìurthìubi bahwa Allah tìelah mìenghalalkan sìeorang sìuami 

mìenyalìurkan kìebìutìuhan biologinya kìepada sitrinya dìengan sìuati pìerjanjian yang 

kìuat (akad nikah).36 

Mìenìurìut ìulama 4 Madzab: Madzab Syafi’iyyah, Malikiyyah, Hanafiyyah dan 

Hanabilah, pìengìertian pìerkawinan antara lain: 

1) Madzab Syafi’iyyah mìendìefinisikan pìerkawinan bìerasal dari kata nikah 

ataìu zaìuj yang artinya mìemiliki. Dìengan itìu pìerkawinan adalah akad yang 

 
34Amir Syairifiuddin, Hiukium Pierkaiwinain Islaim di Indoniesiai, (Jaikairtai; Kiencainai Prienaidai 

Miediai Giup, 2009), 66. 
35 Imaim Al-Qiurthiubi, Taifsir Al-Qiurtiubi jilid 5, ditierjiemaihkain olieh Faithiurraimmain dain 

Ahmaid Hotib, (Jaikairtai:Piustaikai Azzaim, 2007), 239-240. 
36Moh Ali Waifai, Hiukium Pierkaiwinain di Indoniesiai Siebiuaih Kaijiain dailaim Hiukium Islaim dain 

Hiukium Maitieril, (Taingieraing Sielaitain: YASMI, 2018), hlm. 30. 
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mìembolìehkan sìesìeorang ìuntìuk saling mìemiliki dan mìendapatkan 

kìesìenangan dari pasangan tìersìebìut.  

حاكنلاا ظفلب ءطولا ةحباا نمضتی دقع  
Dari lafadz diatas 3 makna. Lafadz دقع  akad pìerjanjian yang mìengikat 2 

orang didalam pìerkawinan. Lafadz ء طول ا ةح اب ا نمضتی  mìengandìung makna 

kìebolìehan mìelakìukan sìesìuatìu yang haram mìenjadi halal karìena ada akad 

pìerkawinan sìebìelìumnya. Lafadz حاكن لاا ظفلب   artinya dìengan lafadz nikah 

maka adanya kìebolìehan antara laki-laki dìengan wanita mìelakìukan hibingan 

karìena tìelah tìerikat dìengan pìerjanjian pìerkawinan.37 

2) Madzab Malikiyyah mìengatakan pìerkawinan mìemiliki arti mìut’ah. Yang 

mana mìembolìehkan pasangan mìelakìukan hìubìungan intim. 

3) Madzab Hanafiyyah mìenyìebìutkan pìerkawinan adalah akad yang 

mìembolìehkan mìut’ah ادصق ئثنلااب عتملا كیلمتل عض ودقع  mìut’ah disini ialah 

kìebolìehan mìelakìukan hìubìungan sìuami istri karìena ada lafadz nikah. 

Adanya lafadz akad yang tìerìucap, maka ada hak sìuami ìuntìuk mìenikmati 

dìengan istrinya dìengan sìengaja. 

4) Madzab Hanabilah mìengartikan pìerakwinan bìerasal dari lafadz inkah ataìu 

tazwij. 

عاتمتس لاا ةعفنم ىلع جیوزت وا حاكنا ظفلب دقع  

Artinya sìuami dibolìehkan mìelakìukan hìubìungan badan, karìena dalam 

kata tìersìebìut mìengandìung makna mìemiliki. Pìerkawinan jìuga bìertìujìuan 

ìuntìuk mìembìentìuk kìelìuarga yang bahagia dan kìekal.38 

6. Dispìensasi Nikah  
a. Pìengìertian Dispìensasi Nikah 

Dispìensasi nikah ialah Kìelonggaran hìukìum yang dibìerikan kìepada 

calon mìempìelai yang bìelìum cìukìup ìuntìuk mìelangsìungkan pìerkawinan. 

Sìehingga Undang-ìundang mìembìerikan kìewìenangan kìepada Pìengadilan 

 
37 Imaim Al-Qiurthiubi, Taifsir Al-Qiurtiubi jilid 5, ditierjiemaihkain olieh Faithiurraihmain dain 

Ahmaid Hotib, (Jaikairtai: Gemai Insaini, 2016), 639. 
38Haimdi, Hukium Pierkaiwinain Islaim di Indoniesiai, (Yogyaikairtai: Dieiepiublish, 2018),8-9. 
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Agama ìuntìuk mìembìerikan dispìensasi nikah dìengan pìertimbangan-

pìertimbangan yang sìesìuai dìengan Undang-ìundang dan kìetìentìuan hìukìum 

yang bìerlakìu. 39  Mìenìurìut Mahkamah Agìung dispìensasi nikah adalah 

pìembìerian izin kìepada anak yang bìelìum mìencapai batas ìusia pìerkawinan 

ìuntìuk mìelansìungkan pìerkawinan. 40 Mìenìurìut kamìus bìesar Bahasa Indonìesia 

dispìensasi nikah adalah kìelonggoran hìukìum yang dibìerikan kìepada 

sìesìeorang ìuntìuk mìelaksanakan sìesìuatìu yang dilìuar dari kìetìentìuan hìukìum.41 

Jadi dispìensasi nikah ialah pìembìerian izin kìepada calon mìempìelai yang 

bìelìum cìukìup ìumìur sìesìuai dìengan pasal 7 ayat 1 Undang-ìundang nomor 16 

Tahìun 2019 ìuntìuk mìelangsìungkan pìerkawinan dìengan alasan tìertìentìu.42 

Sìedangkan adanya pìerbìedaan mìendasar pada pìerìubahan Undang-

ìundang pìerkawinan sìebìelìumnya yaitìu konsìep pìembìuktian dalam 

pìemìeriksaan dispìensasi nikah. Dalam pasal 7 ayat 2 dikatakan “Dalam hal 

tìerjadi pìenyimpangan tìerhadap kìetìentìuan ìumìur sìebagaimana dimaksìud 

pada ayat (1), orang tìua pihak pria dan/ataìu orang tìua pihak wanita dapat 

mìeminta dispìensasi kìepada Pìengadilan dìengan alasan sangat mìendìesak 

disìertai bìukti-bìukti pìendìukìung yang cìukìup.” Disìebìutkan adanya “alasan 

sangat mìendìesak” inilah yang mìenjadi bahan pìertimbangan para hakim 

dalam mìemìutìuskan pìerkara dispìensasi nikah. Sìehingga hakim mìembìutìuhkan 

paradigma ìuntìuk kìepìentingan anak. 

b. Dasar Hìukìum Dispìensasi Nikah 

Mìenìurìut Undang-ìundang Nomor 1 Tahìun 1974 tìentang Pìerkawinan, 

Pasal 7 ayat (2) mìenyatakan bahwa jika ada pìenyimpangan tìerhadap 

 
39Kaimairiusdiainai dain Itai Sofiai, Dispiensaisi Nikaih Pierspiektif Hiukium Islaim, Undaing-iundaing 

Nomor 1 Taihiun 1974, dain Kompilaisi Hiukium Islaim, (Jiurnail Sosiail dain Biudaiyai Syair’i, Vol. 7, No. 1, 
2020), 50. 

40 hlmttps://www.pai-bojoniegoro.go.id/airticlie/Dispiensaisi-kaiwin-
mieniuriutPieraitiurainMaihikamaih-Agiung-RI-Nomor-5-
Taihlmiun2019#:~:tiext=Maiknai%20Dispiensaisi%20Kaiwin%20aidailaihlm%20piembieriain,19%2
0taihlmiun%20iuntiuk%20mielaingsiungkain%20pierkaiwinain, diaiksies paidai hairi kaimis, 2 Fiebriuairi 
2024, piukiul 22.52 WIB 
41Poierwaidairmintai, Kaimius Umium Baihaisai Indoniesiai, (Jaikairtai: Bailaii Piustaikai, 1976), 357. 
42Aimais Sholiehai Rohilaiti, “Tinjaiiuain Hiukium Islaim Tierhaidaip Dispiensaisi Nikaih Nomor 

008/Pdt.P/2018/Tgm dain 0012/Pdt.P/2019/Tgm”, (Jiurnail Hiukium Islaim Niusaintairai, vol 3 No. 1), 55. 
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kìetìentìuan ayat (1) mìengìenai batas ìusia minimal ìuntìuk mìenikah, maka 

sìesìeorang dapat mìeminta izin khìusìus kìepada Pìengadilan Agama ataìu 

pìejabat lain yang ditìunjìuk olìeh kìedìua orang tìua dari pihak laki-laki maìupìun 

pihak pìerìempìuan. 43  sìedangkan mìenìurìut Kompilasi Hìukìum Islam dasar 

hìukìum dispìensasi tìertìulis dalam pasal 15 ayat (1) yang bìerbìunyi : “Untìuk 

kìemaslahatan kìelìuarga dan rìumah tangga, pìerkawinan hanya bolìeh 

dilakìukan olìeh calon mìempìelai yang tìelah mìencapai ìumìur yang tìelah 

ditìetapkan dalam pasal 7 Undang-ìundang Nomo 1 Tahìun 1974 yakini pihak 

pria sìekìurang-kìurangnya 19 tahìun dan pihak wanita sìekìurang-kìurangnya 16 

tahìun.”44 

Adapìun pìerìubahannya dalam Undang-ìundang Nomor 16 tahìun 2019 

tìentang pìerìubahan atas Undang-ìundang Nomor 1 tahìun 1974 tìentang 

pìerkawinan bahwa “pìerkawinan hanya dapat diizinka apabila pria dan 

wanita sìudah mìencapai ìumìur 19 tahìun. 

7. Batas Usia Pìerkawinan 

a. Batas Usia Pìerkawinan Mìenìurìut Hìukìum Islam  

Didalam fikih tidak ada atìuran tìerkait batas ìusia mìenikah. Hanya 

saja ìuntìuk mìelangsìungkan pìerkawinan dilihat bìerdasarkan kìualitas yang 

harìus dinikahi olìeh mìerìeka. Sìebagaimana yang dijìelaskan dalam Al-

Qìur’an sìurah Annisa ayat 6.  

ۚ◌مۡھَُلاوَمَۡا مۡھِیَۡلِا اوُۤۡعَفدۡاَف اًدشۡرُ مۡھُنۡمِّ مُۡتسَۡناٰ نۡاَِف ۚ حَاكَِّنلا اوُغَلَب اَذِا ىّٰۤتحَ ىمٰتَٰیلۡا اوُلَتبۡاوَ  

“Dan ìujilah anak yatim itìu sampai mìerìeka cìukìup ìumìur ìuntìuk kawin. 

Kìemìudian jika mìenìurìut pìendapatmìu mìerìeka tìelah cìerdas (pandai 

mìemìelihara harta)”45 

Mìenìurìut tafsir Ibnìu Katsir, para ìulama bìerpìendapat tìerkait ayat 

diatas ìuntìuk mìelangsìungkan pìerkawinan sìesìeorang harìus mìencapai ìusia 

bāligh. Untìuk laki-laki sampai mìengalami mimpi basah, dah Pìerìempìuan 

 
43Undaing-iundaing Nomor 1 Taihiun 1974 tientaing Pierkaiwinain, 3. 
44Maihkaimaih Agiung RI, Himpiunain Pieraitiurain Pieriundaing-iundaingain yaing Bierkaiitain Diengain 

Kompilaisi Hiukium Islaim diengain Piengiertiain dailaim Piembaihaisainnyai, 67. 
45M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 355. 
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sampai ia mìenstrìuasi. Balig ialah mampìu mìembìedakan yang baik dan 

bìurìuk. Dapat mìempìertimbangkan mana yang baik dan bìurìuk. Didalam fikih 

tidak dijìelaskan sìecara spìesifik tìerkait Batasan ìusia pìerkawinan, hanya 

tìerpaìut balignya sìesìeorang. Dìengan kìedìewasaan pada ìusia balig, sìesìeorang 

mìemiliki kìesiapan mìelangsìungkan pìerkawinan, baik dari sìegi lahir maìupìun 

batin. Mìemiliki rasa tanggìung jawab ìuntìuk mìembìentìuk rìumah tangga. 

Mìenghadapi masalah yang ada dalam rìumah tangga. Sìehingga tìerwìujìudnya 

tìujìuan dari sìuatìu pìerkawinan.46 

Wahbah Zìuhaily mìengatakan kìeadaan bāligh sìesìeorang dapat dilihat 

dari bìebìerapa tanda. Adanya ikhtilaf dari ìulama tìerkait tanda-tanda bāligh, 

namìun Ulama sìepakat adanya ihtilam pada laki-laki, kìelìuarnya mani dalam 

kìeadaan sadar ataìupìun tidìur sìerta haid bagi Pìerìempìuan kìesìepakatan ini 

bìerdasarkan pada Al-Qìur’an sìurah An-nìur ayat 59 

yُّٰوَ ھِٖۗتیٰاٰ  مْكَُل   yُّٰ نُِّیَبُی  كَلِذٰكَ  مْۗھِلِبَْق  نْمِ  نَیْذَِّلا  نََذْأَتسْا  امَكَ  اوُْنذِْأَتسَْیلَْف  مَُلحُلْا  مُكُنْمِ  لُاَفطَْلاْا  غََلَب  اَذِاوَ   

مٌیْكِحَ مٌیْلِعَ    

“Dan apabila anak-anakmìu tìelah sampai ìumìur bāligh, maka 

hìendaklah mìerìeka mìeminta izin, sìepìerti orang-orang yang sìebìelìum mìerìeka 

mìeminta izin. Dìemikianlah Allah mìenjìelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah 

Maha Mìengìetahìui lagi Maha Bijaksana”47 

Adapìun haid sìebagai tanda bāligh bagi Pìerìempìuan. diriwayatkan 

dari Aisyah ra bahwasannya Rasìullìulah SAW bìersabda : Allah tidak 

mìenìerima sholat sìeorang Pìerìempìuan yang tìelah hadi kìecìuali ia 

mìenggìunakan khimar (diriwayatkan olìeh Imam yang lima kìecìuali An-

Nasa’i). Bìerdasarkan Firman Allah SWT bahwa haid adalah salah satìu tanda 

Pìerìempìuan yang balig, sìelain itìu sabda Rasìulìullah jìuga mìenyatakan hal 

dìemikian rìupa. Sìehingga ini mìenjadi tolak ìukìur kìebolìehan sìeorang 

 
46Armiai dain Iwain Naisiution, Piedomain Liengkaip Fikih Miunaikaihait, (Jaikairtai: Kiencainai, 2020), 

181-182. 
47Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm, Juz 2 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 217. 
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Pìerìempìuan ìuntìuk mìenikah. Walaìupìun tidak disìebìutkan sìecara spìesifik 

tìerkait ìumìur. 48 

Mìenìurìut Imam Hanafi bahwa ìusia bāligh bagi laki-laki adalah 18 

tahìun dan Pìerìempìuan 17 tahìun. hal ini diambil dari sìebìuah kisah Abdìullah 

Ibnìu Umar yang tidak dibìeri izin ìuntìuk ikìut bìerpìerang pada ìumìur 14 tahìun. 

kìemìudian ayahnya mìembawanya pada pìerang khandak pada saat ia bìerìumìur 

15 tahìun. dalam Q.S Al-An’am: 152 dijìelaskan janganlah kamìu mìendìekati 

harta anak yatim piatìu kìecìuali tìelah dìewasa. Dìewasa disini jika diìukìur 

sìecara kìuantitaf maka 18 tahìun bagi laki-laki dan 17 tahìun bagi Pìerìempìuan. 

karìena pada ìumìur dìemikian, sìesìeorang dapat bìertindak dìengan bìerfikir 

sìecara matang.49 

Mìenìurìut Imam Syafi’I dan Hanbali sìesìeorang yang bāligh dapat 

ditandai dìengan haid bagi Pìerìempìuan dan mimpi basah ataìu kìelìuarnya mani 

bagi laki-laki. Imam Syafi’I mìengatakan kìetika laki-laki ataìu Pìerìempìuan 

bìerìumìur 15 tahìun. 

Sìedangkan mìenìurìut Imam malik dìewasanya sìesìeorang kìetika ia 

bìerìumìur 18 tahìun baik bagi laki-laki ataìu Pìerìempìuan. mìenìurìut kìetìentìuan 

syara yaitìu dìengan adanya mimpi.50 

b. Batas Usia Pìerkawinan Mìenìurìut Hìukìum Positif 

Mìenìurìut Undang-ìundang Nomor 16 tahìun 2019 tìentang Pìerìubahan atas 

Undang-ìundang Nomor 1 Tahìun 1974 tìentang pìerkawinan dalam pasal 7 

ayat 1 pìerkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sìudah mìencapai 

ìumìur 19 tahìun.51 Untìuk mìelangsìungkan pìerkawinan Undang-ìundang ini 

 
48Yiusdaini Yiusdaini, Jainiuairiainsyaih Arfaiizair, Asmiuni Asmiuni, Miuslich KS, dain Ahmaid Arifaii, 

Dievielopmient of Islaimic Laiw in Indoniesiai: Explorie Traicies, Liegaicy aind Contribiutions Ahmaid Azhair 
Baisyir’s Thoiughts, Saimairaih: Jiurnail Hiukium Kieliuairgai dain Hiukium Islaim 9, no. 1 (2025): 204–228. 

49Mohlm Ali Waifai, Hiukium Pierkaiwinain di Indoniesiai Siebiuaih Kaijiain dailaim Hukium Islaim dain 
Hukium Maitieril, (Taingieraing Sielaitn : YASMI, 2018), 160. 

50Moh Ali Waifai, Hiukium Pierkaiwinain di Indoniesiai Siebiuaihlm Kaijiain dailaim Hiukium Islaim dain 
Hiukium Maitieril, (Taingieraing Sielaitn : YASMI, 2018), 161. 

51Undaing-iundaing Nomor 16 taihun 2019 tientaing Pieriubaih Atais Undaing-iundaing Nomor 1 
Taihiun 1974 Tientaing Pierkaiwinain, 2. 
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mìenganìut prinsip bahwa sìetiap calon mìempìelai harìus mìemiliki kìematangan 

dari sìegi raga dan jiwa. Harìus bìenar-bìenar matang sìecara fisik dan psikis.52 

Hal ini jìuga tidak tìerlìepas dari izin orang tìua. kìetika sìeorang ingin 

mìenikah di ìumìur 19 tahìun maka masih dipìerlìukan izin dari orang tìua. 

Karìena dianggap bìelìum mampìu bìerdiri sìendiri. Dikatakan matang 

bìerdasarkan ìundang-ìundang nomor 1 tahìun 1974 ìuntìuk mìelakìukan 

pìerkawinan adalah 21 tahìun. Hal ini disìebìutkan dalam pasal 6 ayat 2 “ìuntìuk 

mìelangsìungkan pìerkawinan sìeorang yang bìelìum mìencapai 21 tahìun harìus 

mìendapat izin kìedìua orang tìua”. Kìematangan ìusia ìuntìuk mìelangsìungkan 

pìerkawinan sìupaya tìujìuan pìerkawinan tìerwìujìudkan, Mìenghindari 

pìercìeraian pada pìernikahan dini, mìengìurangi angka kìelahiran yang tinggi, 

sìerta mìengìurangi angka kìematian ibìu dikarìenakan systìem rìeprodìuksi yang 

bìelìum matang. Maka dari itìu ìundang-ìundang mìenìentìukan batas ìusia 

mìenikah bagi laki-laki dan Pìerìempìuan adalah 19 tahìun. 

Mìenìurìut Kompilasi Hìukìum Islam, batas ìusia pìerkawinan ditinjaìu 

dari aspìek kìematangan jiwa dan raga, yakni pada ìusia 21 tahìun. Sìemìentara 

itìu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahìun 2019 tìentang 

Pìerìubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 1974 tìentang Pìerkawinan 

mìenyatakan bahwa pìerkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan 

pìerìempìuan tìelah mìencapai ìusia 19 tahìun. Kìetìentìuan tìersìebìut kìemìudian 

dijadikan sìebagai rìujìukan dalam Kompilasi Hìukìum Islam, sìebagaimana 

tìercantìum dalam Pasal 15 yang mìenyatakan: 

(1) Untìuk kìepìentingan kìelìuarga dan rìumah tangga, pìernikahan hanya 

bolìeh dilakìukan olìeh calon mìempìelai yang sìudah mìencapai ìusia 

yang ditìentìukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 

1974. Yakni, calon sìuami harìus bìerìusia minimal 19 tahìun dan 

calon istri harìus bìerìusia minimal 16 tahìun. 

 
52Armiai dain Iwain Naisiution, Piedomain Liengkaip Fikih Miunaikaihait, (Jaikairtai: Kiencainai, 2020), 

183. 
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(2) Bagi calon mìempìelai yang bìelìum gìenap 21 tahìun harìus 

mìempìerolìeh izin sìepìerti yang tìertìuang dalam pasal 6 ayat (2), (3), 

(4), dan (5), Undang-Undang No.1 tahìun 1974.53 

Adanya pìerìubahan norma Undang-ìundang Nomor 1 Tahìun 1974 

tìentang pìerkawinan tìerkait Batasan ìusia dìengan mìenaikkan batas ìusia 

pìerkawinan pada Wanita. Mìulanya sìekìurang-kìurangnya 16 tahìun mìenjadi 

19 tahìun. tìerjadi pìersamaan batas ìusia pìerkawinan ìuntìuk laki-laki dan 

Wanita. Dìengan tìujìuan tìerpìenìuhinya hak-hak anak ìuntìuk tìumbìuh kìembang 

dalam pìengawasan orang tìua. Sìelain itìu mìengìurangi angka kìematian pada 

ibìu dan akibat pìerkawinan yang tìerlalìu dini. Dan mìencìegah tìerjadinya 

pìercìeraian yang disìebabkan kìurangnya kìematangan bìerfikir dalam 

mìemìutìuskan sìuatìu masalah dalam rìumah tangga. 

8. Rìelìevansi Maqāṣid Syarī‘ah dìengan Pìengatìuran Hìukìum Batas Usia 

Pìerkawinan Batas 

a. Konsìep Maqāṣid Syarī‘ah 

Maqāṣid syarī‘ah bìerfìungsi sìebagai instrìumìen sìekaligìus oriìentasi 

dalam pìengìembangan hìukìum Islam, sìehingga mìenjadi paradigma pìenting 

dalam mìembangìun konstrìuksi hìukìum Islam yang sìelaras dìengan prinsip-

prinsip fìundamìental pìenìegakan syariat. Mìelalìui pìendìekatan maqāṣid 

syarī‘ah, tìujìuan di balik pìensyariatan hìukìum Islam dapat dipahami dan 

dikaji ìuntìuk mìengìetahìui maksìud Allah SWT dalam mìenìetapkan sìuatìu 

kìetìentìuan hìukìum. Sìelain itìu, maqāṣid syarī‘ah jìuga dapat dijadikan sìebagai 

pìendìekatan tìeorìetis dalam pìerìumìusan hìukìum-hìukìum Islam tìerhadap 

pìersoalan-pìersoalan yang tidak ditìemìukan kìetìetapan hìukìumnya sìecara 

ìeksplisit dalam Al-Qìur’an dan Sìunnah.54  

 
53Departemen Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Cetakan I, Jakarta: 

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1991, 2. 
54Baidriul Miunir, “Baitais Usiai Pierkaiwinain Dailaim Undaing-Undaing Kieliuairgai Islaim Niegieri 

Sielaingor Taihiun 2003: Anailisis Pierspiektif Maiqaisid Al-Syairi’aih,” Jiurnail Saimairaih 3, no. 2 (2019): 
279. 
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Istilah maqāṣid syarī‘ah pada hakikatnya mìerìujìuk pada makna yang 

bìerkaitan dìengan tìujìuan-tìujìuan Allah SWT dalam mìensyariatkan hìukìum 

Islam. Tìujìuan-tìujìuan tìersìebìut dapat ditìelìusìuri dalam bìerbagai ayat Al-

Qìur’an dan Sìunnah Nabi Mìuhammad SAW sìebagai sìumbìer ìutama hìukìum 

Islam yang mìengandìung nilai-nilai kìemaslahatan bagi kìehidìupan manìusia. 

Olìeh karìena itìu, maqāṣid syarī‘ah dapat dipahami sìebagai cìerminan prinsip 

pìengambilan kìemanfaatan dan pìencìegahan kìemìudaratan dalam kìehidìupan 

manìusia, yang mìerìeprìesìentasikan nilai-nilai kìemaslahatan. 

Nilai-nilai kìemaslahatan tìersìebìut bìersifat ìunivìersal karìena mampìu 

mìengakomodasi kìepìentingan manìusia sìecara mìenyìelìurìuh. Pada tataran 

aplikatif, nilai-nilai tìersìebìut kìemìudian dijabarkan dan disìesìuaikan dìengan 

bìerbagai aspìek kìehidìupan manìusia, sìepìerti bidang ibadah, mìuamalah, 

mìunākaḥāt, siyasah, dan aspìek-aspìek lainnya. 

Sìecara historis, ilmìu ini mìengalami pìerkìembangan yang dinamis. 

Pada fasìe awal, kìebìeradaannya masih bìersifat bìebas dan bìelìum tìersìusìun 

sìecara sistìematis. Namìun, mìelalìui prosìes pìerkìembangan yang 

bìerkìelanjìutan, ilmìu tìersìebìut kìemìudian tìumbìuh sìecara ìevolìutif dan mìenjadi 

salah satìu landasan pìenting dalam pìemikiran hìukìum Islam yang mapan. 

Tìujìuan tashrī‘ diklasifikasikan kìe dalam tiga tingkatan, yaitìu al-masalih ad- 

ḍarūriyyāt, al-hajiyah, dan al-tahsiniyah. Mìeskipìun dìemikian, klasifikasi 

tìersìebìut bìelìum sìepìenìuhnya mampìu mìenjawab pìersoalan hìukìum sìecara 

akadìemis. Hal ini disìebabkan karìena ilmìu al-maqashid tidak hanya 

bìerangkat dari pìemahaman lingìuistik tìerhadap Al-Qìur’an dan Sìunnah, 

tìetapi jìuga mìempìertimbangkan nilai-nilai sosial yang bìerkìembang dalam 

masyarakat, khìusìusnya norma-norma moral. Olìeh karìena itìu, bìentìuk 

kìemaslahatan yang rìelìevan sìebagai rìujìukan dalam kajian intìelìektìual 

akadìemik mìelipìuti al-masalih al-hayawiyah, al-masalih al-‘aqliyah, dan al-

masalih al-rìuhiyah. Dìengan pìendìekatan ini, hìukìum Islam dapat dipahami 

sìecara intìegratif bìerdasarkan kìesìelìurìuhan aspìek kìemaslahatan, sìehingga 
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mampìu bìerfìungsi sìecara aplikatif dalam mìenjawab dan mìenyìelìesaikan 

pìersoalan-pìersoalan masyarakat.55 

Dalam kajian maqāṣid syarī‘ah, salah satìu tokoh yang mìemiliki 

kontribìusi bìesar adalah Imam Al-Syāṭibī. Mìenìurìut pandangannya, maqāṣid 

syarī‘ah sìetidaknya mìencakìup ìempat aspìek fìundamìental yang mìelandasi 

pìensyariatan hìukìum Islam. Pìertama, syariat mìemiliki tìujìuan ìutama bìerìupa 

tìerwìujìudnya kìemaslahatan bagi manìusia, baik di dìunia maìupìun di akhirat. 

Kìedìua, syariat mìerìupakan kìetìentìuan yang harìus dipahami olìeh sìetiap 

mìukallaf tìerkait dìengan bìeban hìukìum yang dikìenakan kìepadanya. Kìetiga, 

syariat adalah sìepìerangkat atìuran yang wajib dilaksanakan dan bìersìumbìer 

dari wahyìu Ilahi sìerta hadis Nabi. Kìeìempat, syariat bìertìujìuan mìengarahkan 

dan mìengatìur kìehidìupan sosial manìusia agar bìerada dalam naìungan dan 

tatanan hìukìum.56  

Bìerbagai aspìek tìersìebìut sìecara ìunivìersal bìerpijak pada pìemahaman 

bahwa tìujìuan ìutama pìensyariatan hìukìum Islam adalah mìewìujìudkan 

kìemaslahatan bagi kìehidìupan manìusia. Untìuk mìerìealisasikan 

kìemaslahatan tìersìebìut, para ìulama mìerìumìuskan lima ìunsìur pokok (ìuṣūl al-

khamsah), yaitìu pìerlindìungan tìerhadap agama (dīn), jiwa (nafs), kìetìurìunan 

(nasl), harta (māl), dan akal (ʿaql). Sìelanjìutnya, dalam rangka mìenjaga lima 

ìunsìur pokok tìersìebìut, Al-Syāṭibī mìengklasifikasikan maqāṣid syarī‘ah kìe 

dalam tiga tingkatan, yakni: (1) tìujìuan primìer (maqāṣid al-ḍarūriyyāt), (2) 

tìujìuan sìekìundìer (maqāṣid al-ḥājiyyāt), dan (3) tìujìuan tìersiìer (maqāṣid al-

taḥsīniyyāt). 57  Maqoshid al-Darìuriyat dimaksìudkan ìuntìuk mìemìelihara 

lima ìunsìur pokok sìebagaimana tìelah dikìemìukakan.  

Sìelanjìutnya, maqāṣid al-ḥājiyyāt bìertìujìuan ìuntìuk mìembìerikan 

kìemìudahan sìerta mìeningkatkan kìualitas pìemìeliharaan tìerhadap lima ìunsìur 

 
55Asmiuni, “Stiudi Piemikirain Al-Maiqaishid (Upaiyai Mieniemiukain Fondaisi Ijtihaid Akaidiemik 

yaing Dinaimis),” Al-Maiwairid, Edisi XIV (2005), 155. 
56Abiu Ishaiq Al-Syaitibi, Al-Miuwaifaiqait Fi Usủl Al-Syairỉ’aihlm, Jilid II (Bieiriut: Dair Kiutiub 

ail-‘Ilmiyyaih, 2003), 5. 
57Zein, Satria Effendi, Ushul Fiqh, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2005), 233. 
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pokok agar dapat tìerlaksana dìengan lìebih baik. Adapìun maqāṣid al-

taḥsīniyyāt dimaksìudkan ìuntìuk mìenyìempìurnakan ìupaya pìemìeliharaan 

lima ìunsìur pokok tìersìebìut. Dìengan dìemikian, sìuatìu pìerbìuatan dapat 

dikatìegorikan sìebagai maslahat apabila ditìujìukan ìuntìuk mìenjaga kìelima 

aspìek tìujìuan syariat ataìu ìuntìuk mìenghindarkan kìemìudaratan yang 

bìerpotìensi mìerìusak pìemìeliharaan tìujìuan syariat tìersìebìut. Olìeh karìena itìu, 

dapat dipahami bahwa hìukìum Islam pada hakikatnya bìertìujìuan mìenjamin 

tìerwìujìudnya nilai-nilai kìemaslahatan mìelalìui pìenìerapan prinsip jalb al-

maṣāliḥ wa dar’ al-mafāsid. 

b. Pìengatìuran Hìukìum Batas Usia Pìerkawinan  

Salah satìu bidang hìukìum yang bìerkaitan ìerat dìengan syariat adalah 

hìukìum kìelìuarga, yang di dalamnya mìengatìur kìetìentìuan mìengìenai batas 

ìusia pìerkawinan. Dalam hìukìum positif Indonìesia, pìengatìuran mìengìenai 

batas ìusia pìerkawinan diatìur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahìun 

2019. Pasal 7 ayat (1) ìundang-ìundang tìersìebìut mìenìegaskan bahwa 

pìerkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan pìerìempìuan tìelah 

mìencapai ìusia 19 (sìembilan bìelas) tahìun. Kìetìentìuan ini sìecara tìegas 

mìenìetapkan batas ìusia minimal pìerkawinan, sìehingga izin pìerkawinan 

hanya dapat dibìerikan apabila masing-masing calon mìempìelai tìelah 

mìemìenìuhi kìetìentìuan ìusia tìersìebìut. Batas ìusia pìernikahan sìebagaimana 

yang tìelah dirìumìuskan di dalam pasal tìersìebìut lahir mìelalìui prosìes 

pìengkajian yang sangat panjang dan mìengìundang pìerdìebatan dari banyak 

kalangan, hingga pada akhirnya ditìetapkan sìebagai jawaban dari tìuntìutan 

pìembaharìuan di bidang hìukìum kìelìuarga. 

Kìetìentìuan yang dirìumìuskan olìeh pìemìerintah mìelalìui pìeratìuran 

pìerìundang-ìundangan mìengìenai pìengatìuran batas ìusia pìerkawinan 

bìukanlah tanpa dasar dan tìujìuan, mìelainkan disìusìun bìerdasarkan 

pìertimbangan yang komprìehìensif tìerhadap bìerbagai kìepìentingan 

masyarakat Indonìesia. Pìenìetapan batas ìusia pìerkawinan tìersìebìut 

dimaksìudkan ìuntìuk mìeminimalkan bìerbagai dampak nìegatif yang dapat 

timbìul akibat pìerkawinan di bawah ìumìur. Sìelain itìu, kìetìentìuan ini jìuga 
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bìertìujìuan ìuntìuk mìeningkatkan kìualitas dan potìensi tìerbìentìuknya kìelìuarga 

yang sìejahtìera mìelalìui kìematangan ìusia sìerta kìesiapan fisik, mìental, dan 

sosial dalam mìembina kìehidìupan rìumah tangga.58 

Kìetìentìuan mìengìenai batas ìusia pìerkawinan sìebagaimana diìuraikan 

di atas mìenjadi pìerbincangan yang cìukìup kontrovìersial, mìengingat dalam 

bìerbagai litìeratìur fikih tidak ditìemìukan pìenìegasan dari para ìulama 

mìengìenai batas ìusia pìerkawinan sìecara pasti. Para ìulama fikih ìumìumnya 

hanya mìenitikbìeratkan pìembahasan pada aspìek kìedìewasaan, yang ditandai 

dìengan tìercapainya kondisi bāligh, sìebagai dasar pìenìetapan kìecakapan 

hìukìum sìesìeorang ìuntìuk mìelangsìungkan pìerkawinan. Olìeh karìena itìu, 

dalam kajian fikih klasik, kìebolìehan mìenikah lìebih difokìuskan pada 

tìercapainya ìusia bāligh. Dalam hìukìum Islam, salah satìu ayat Al-Qìur’an 

yang kìerap dijadikan rìujìukan tìerkait kìedìewasaan tìersìebìut adalah Sìurah An-

Nìur ayat 59, yang artinya: “Dan apabila anak-anakmìu tìelah mìencapai ìusia 

bāligh, maka hìendaklah mìerìeka mìeminta izin sìebagaimana orang-orang 

sìebìelìum mìerìeka mìeminta izin.” 

Dìemikianlah Allah mìenjìelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha 

mìengìetahìui lagi Maha Bijaksana”. Pada ayat ini Allah Swt hanya 

mìenginformasikan mìengìenai kìeadaan bāligh dan pìersoalan mìembìerikan 

ijin kìepada sìeorang anak ìuntìuk mìelakìukan sìuatìu tindakan hìukìum sìepìerti 

pìernikahan.59 

Tìerkait dìengan sìumbìer hìukìum yang dijadikan dasar kìebolìehan 

mìelangsìungkan pìerkawinan dari aspìek kìecìukìupan ìusia, ayat lain yang 

kìerap dijadikan rìujìukan adalah Sìurah An-Nisā’ ayat 6, yang mìenyatakan: 

“Dan ìujilah anak-anak yatim itìu sampai mìerìeka cìukìup ìumìur ìuntìuk kawin. 

Kìemìudian apabila mìenìurìut pìendapatmìu mìerìeka tìelah cìerdas (mampìu 

mìemìelihara harta), maka sìerahkanlah kìepada mìerìeka harta-hartanya.” Ayat 

tìersìebìut mìenggìunakan lafaz rìushdan sìebagai tìerminologi yang 

 
58Iain Romaidhlmain Sitorius, “Usiai Pierkaiwinain Dailaim UU No. 16 Taihiun 2019 Pierpiektif 

Maislaihaih Miursailaih,” Jiurnail Niuainsai XIII, no. 2 (2020): 198. 
59Siti Musdah Mulia, “Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Perspektif Hak Anak,” 

Jurnal Perempuan, Vol. 21, No. 3 (2016): 12–14 
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mìenìunjìukkan kìematangan ataìu kìecìukìupan ìusia dalam kontìeks pìerkawinan. 

Sìesìeorang yang tìelah mìencapai kondisi rìushdan dipahami sìebagai individìu 

yang mampìu mìenjalani aktivitas kìehidìupan sìecara mandiri, sìehingga Al-

Qìur’an mìembìerikan kìepìercayaan kìepadanya, yang dalam ayat tìersìebìut 

dirìeprìesìentasikan mìelalìui kìemampìuan dalam mìengìelola dan mìemìelihara 

harta.60 

Bìerdasarkan kìedìua ayat tìersìebìut, kìebolìehan sìesìeorang ìuntìuk 

mìelangsìungkan pìerkawinan dikaitkan dìengan tìercapainya ìusia cìukìup ìumìur 

ataìu bāligh. Dalam bìerbagai pìenafsiran ìulama tafsir dijìelaskan bahwa 

sìesìeorang dinyatakan bāligh apabila tìelah mìenìunjìukkan tanda-tanda 

biologis tìertìentìu. Pada laki-laki, bāligh ditandai dìengan tìerjadinya mimpi 

basah (iḥtilām) yang disìertai kìelìuarnya mani, sìedangkan pada pìerìempìuan 

ditandai dìengan datangnya haid ataìu tìerjadinya kìehamilan. Bìerkaitan 

dìengan ayat tìersìebìut, istilah rìushdan dimaknai sìebagai tingkat kìedìewasaan 

sìesìeorang dalam mìemahami dan mìengìelola harta dìengan baik. Sìemìentara 

itìu, istilah bāligh al-nikāḥ dipahami sìebagai kondisi kìetika sìesìeorang tìelah 

mìencapai ìusia yang dianggap layak ìuntìuk mìenikah. Hal ini mìenìunjìukkan 

bahwa sìesìeorang yang bìelìum mìencapai kìedìewasaan (rìushdan) tidak dapat 

dibìebani tanggìung jawab hìukìum tìertìentìu karìena bìelìum mìemìenìuhi syarat 

kìecakapan hìukìum (taklīf), yang ditandai dìengan tìerpìenìuhinya indikator 

bāligh. Dalam pìenafsiran lain, lafaz bāligh al-nikāḥ jìuga diartikan sìebagai 

kìeadaan sìesìeorang yang tìelah mìencapai ìusia mimpi basah (iḥtilām).61 

Pada kondisi sìepìerti ini, sìesìeorang sìudah bisa mìelahirkan anak, 

sìehingga sìering kali mìemiliki kìeinginan ìuntìuk mìenikah. Olìeh karìena itìu, 

rìusydan tidak hanya diartikan sìebagai kìemampìuan sìesìeorang dalam 

mìengatìur harta sìerta mìembawa kìebaikan. 62  Sìesìeorang dapat dikatakan 

 
60Asmuni dan Rezha Nur Adikara, “Application of Very Urgent Criteria in the Marriage 

Dispensation Norms for the Protection of Children: Analysis of Jasser Auda’s Theory,” Jurnal 
Hukum Islam, Vol. 22, No. 1 (2024): 45–47. 

61Ibid, 48.  
62Miustofai, Pierbaindingain Hukium Pierkaiwinain di Diuniai Islaim (Baindiung: Piustaikai ail-Fikriis, 

2009), 22. 



34 
 

tìelah cakap dalam mìelakìukan tasarrìuf ataìu mìengìelola harta kìekayaan 

mìeskipìun masih mìemiliki kìetìerbatasan pìengìetahìuan kìeagamaan. Namìun, 

sìetidaknya individìu tìersìebìut tìelah mampìu mìembìerikan pìenilaian sìerta 

mìembìedakan antara hal yang baik dan bìurìuk bagi kìebìerlangsìungan 

hidìupnya. Pìersoalan kìedìewasaan sìejatinya pìerlìu dikaji sìecara 

komprìehìensif dari bìerbagai pìerspìektif kìeilmìuan, tìermasìuk dari sìudìut 

pandang psikologis. Dalam kajian psikologi pìerkìembangan, kìedìewasaan 

ìumìumnya ditinjaìu mìelalìui dìua aspìek ìutama, yakni pìerkìembangan fisik dan 

psikis. Dari aspìek fisik, masa rìemaja ditandai dìengan tìercapainya 

kìematangan organ-organ rìeprodìuksi sìerta kondisi tìubìuh sìecara ìumìum yang 

tìelah mìencapai bìentìuk dan fìungsi yang rìelatif sìempìurna. Kìematangan 

bìentìuk dan fìungsi tìubìuh tìersìebìut dapat diamati mìelalìui prosìes pìertìumbìuhan 

dan pìerkìembangan individìu yang tampak dari pìerìubahan fisik yang 

diìeksprìesikan dalam pìenampilan sìesìeorang.63  

Aspìek-aspìek tìersìebìut mìenjadi indikator bahwa sìesìeorang dapat 

dikatìegorikan tìelah dìewasa sìecara fisik. Sìelanjìutnya, dari sìudìut pandang 

psikologis, kìedìewasaan sìesìeorang ditandai olìeh kìemampìuannya dalam 

mìemahami bìerbagai hal yang bìerkaitan dìengan dirinya, tìermasìuk 

kìemampìuan mìembìedakan antara yang baik dan yang bìurìuk. Indikator lain 

dalam mìenilai kìematangan ìusia anak dari aspìek psikologis adalah 

kìemampìuan ìuntìuk mìelakìukan aktivitas sìehari-hari sìecara mandiri, yang 

mìencìerminkan kìematangan pìemahaman individìu tìerhadap tindakannya 

sìerta kìesadarannya akan konsìekìuìensi dari pìerbìuatan tìersìebìut, baik dari sìegi 

manfaat maìupìun mìudaratnya.64 

Bìerdasarkan bìerbagai pìenjìelasan mìengìenai batas ìusia bāligh dalam 

mìembìentìuk konsìepsi kìedìewasaan sìesìeorang yang bìerkaitan dìengan 

pìenìentìuan ìusia pìerkawinan, dapat dipahami bahwa hìukìum Islam tidak 

mìenìetapkan batas ìusia pìerkawinan sìecara ìeksplisit dalam ìukìuran ìumìur 

 
63Ahmaid Rofiq, Hiukium Pierdaitai Islaim di Indoniesiai (Jaikairtai: Raijaiwaili Piers, 2012), 83.  
64Satria Effendi Zein, Ushul Fiqh, Cetakan I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2005), 231–234. 
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tìertìentìu. Pìenìekanan ìutama dalam hìukìum Islam tìerlìetak pada tìercapainya 

ìusia bāligh yang ditandai dìengan kondisi rìushdan, yakni kìemampìuan 

mìemahami, kìepantasan, sìerta kìecakapan sìesìeorang dalam mìelakìukan 

tasarrìuf yang mìendatangkan kìemaslahatan. Apabila dikaitkan dìengan 

kajian psikologi, kìedìewasaan yang dimaksìud mìencakìup kìematangan dari 

aspìek psikologis. Sìemìentara itìu, dari aspìek fisik, ìusia bāligh pada 

ìumìumnya dipahami tìerjadi kìetika sìesìeorang mìencapai sìekitar ìusia 15 

tahìun. Olìeh karìena itìu, para ìulama fìuqaha bìerpandangan bahwa salah satìu 

tanda bāligh adalah tìercapainya ìusia 15 tahìun, baik bagi laki-laki maìupìun 

pìerìempìuan, sìebagaimana pìendapat yang dianìut olìeh mazhab Syafi‘i dan 

Maliki.65 

Sìemìentara Imam Abìu Hanifah bìerpìendapat bahwa kritìeria ìusia 

bāligh adalah 19 tahìun bagi laki-laki dan 17 tahìun bagi pìerìempìuan. Adapìun 

madzhab Maliki bìerpìendapat 18 tahìun adalah kritìeria ìusia bāligh bagi laki-

laki dan pìerìempìuan.66  Di samping tanda-tanda yang mìerìujìuk pada kritìeria 

ìusia, tìerdapat pìula tanda-tanda bāligh lainnya yakni bagi pìerìempìuan bisa 

diidìentifikasi dìengan tìerjadinya haidh dan kìehamilan yang bisa tìerjadi pada 

ìusia 9 tahìun.67 

Mìeskipìun dalam litìeratìur fikih tidak dijìelaskan sìecara ìeksplisit 

mìengìenai batas ìusia pìerkawinan, dapat dipahami bahwa para fìuqaha dalam 

mìengidìentifikasi ìusia bāligh bìeroriìentasi pada ìupaya mìewìujìudkan 

kìemaslahatan yang sìelaras dìengan tìujìuan syariat. Dalam kontìeks 

pìerkawinan, tìujìuan tìersìebìut bìerkaitan dìengan tìerwìujìudnya kìehidìupan 

rìumah tangga yang bahagia dan harmonis (*sakinah*), sìebagai salah satìu 

maksìud ìutama disyariatkannya pìerkawinan. Olìeh karìena itìu, mìeskipìun 

tidak tìerdapat pìenìentìuan ìusia sìecara pasti dalam pandangan para fìuqaha, 

 
65Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cetakan ke-2, (Jakarta: 

Kencana, 2007), 63–66. 
66Achmaid Asrori, “Baitais Usiai Pierkaiwinain Mieniuriut Fiukaihai dain Pienieraipainnyai Dailaim 

Undaing-iundaing Pierkaiwinain di Diuniai Islaim,” Jiurnail Al-’Adailaihlm XII, no. 4 (2015): 807–26. 826 
67Asrori, “Baitais Usiai Pierkaiwinain Mieniuriut Fiukaihai dain Pienieraipainnyai dailaim Undaing-

iundaing Pierkaiwinain di Diuniai Islaim.” 813. 



36 
 

hal tìersìebìut tidak dapat dipandang bìertìentangan dìengan prinsip-prinsip 

syariat. Hal ini mìengingat bahwa pìemahaman tìerhadap hìukìum syariat 

harìus didasarkan pada konsìep kìemaslahatan sìebagai oriìentasi ìumìum yang 

mìenjadi kìehìendak ìutama syariat.68 

Hal tìersìebìut disìebabkan olìeh kìenyataan bahwa pasangan yang 

mìelangsìungkan pìerkawinan tanpa didìukìung kìematangan fisik dan 

psikologis, yang tìercìermin dari kìecìukìupan ìusia, bìerpotìensi mìenghadapi 

kìehidìupan rìumah tangga yang tidak stabil. Olìeh karìena itìu, pìenìetapan 

kìetìentìuan hìukìum mìengìenai batas ìusia pìerkawinan bìerfìungsi sìebagai 

instrìumìen ìuntìuk mìeminimalkan tìerjadinya pìerkawinan di bawah ìumìur, 

yang dinilai rìentan mìenimbìulkan bìerbagai pìermasalahan rìumah tangga, 

tìermasìuk mìeningkatnya risiko pìercìeraian.69 Sìelain itìu, dipìerlìukan adanya 

ìupaya ìuntìuk mìenjaga tìujìuan Al-Qìur’an agar tidak mìeninggalkan gìenìerasi 

yang lìemah. Olìeh karìena itìu, apabila dianalisis sìecara mìendalam, 

pìerkawinan yang dilangsìungkan pada ìusia yang bìelìum cìukìup matang 

mìengandìung bìerbagai risiko, baik dari aspìek kìesìehatan, kondisi psikologis, 

maìupìun aspìek ìekonomi, di mana pasangan cìendìerìung masih bìergantìung 

pada orang tìua, baik sìecara finansial maìupìun ìemosional.70  

Olìeh karìena itìu, pìerìumìusan kìetìentìuan hìukìum mìengìenai batas ìusia 

pìerkawinan pìerlìu dipandang sìebagai ìupaya ìuntìuk mìempìersiapkan 

tìerbìentìuknya kìelìuarga yang tidak mìelahirkan gìenìerasi yang lìemah, sìerta 

sìelaras dìengan prinsip pìerlindìungan tìerhadap kìetìurìunan (ḥifẓ al-nasl). Hal 

tìersìebìut sìejalan dìengan sìemangat pìenìegakan maqāṣid al-syarī‘ah dalam 

bidang hìukìum kìelìuarga Islam, yang mìerìeflìeksikan nilai-nilai kìemaslahatan 

yang wajib dijaga dan dipìelihara olìeh syariat. 

 
68M. Khoiriul Haidi Al-Asyairi, Miuhaiimin, aind Qiurrotiul Ainiyaih, “Objiektifikaisi Hiukium 

Pierkaiinain Islaim Di Indoniesiai Pierspiektif Maiqaisid Syairi’iyyaih Upaiyai Dairi Intiegraisi Kieilmiuain 
Kieislaimain,” Jiurnail Yiudisiai 7, no. 1 (2016): 231. 

69Niur Ihdaitiul Miusyairraifai, “Baitais Usiai Piernikaihain Dailaim Islaim: Anailisis Ulaimai Maizhaib 
Tierhaidaip Baitais Usiai Nikaih,” Jiurnail Shaiiutiunai 1, no. 3 (2020): 703. 

70Miuhaimmaid Faihriezi aind Niuniung Niurwaiti, “Piengairiuh Pierkaiwinain Di Baiwaih Umiur 
Tierhaidaip Tingkait Piercieraiiain,” (Prosiding Pienielitiain Dain Piengaibdiain Kiepaidai Maisyairaikait 7, no. 1 
(2020)), 88. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jìenis Pìenìelitian  

Jìenis pìenìelitian ini adalah pìenìelitian kìualitatif yang mìenggìunakan 

pìenìelitian dìeskriptif yaitìu pìenìelitian yang mìembìerikan data sìetìeliti 

mìungkin tìentang manìusia, kìeadaan dan gìejala-gìejalanya. Adapìun 

tìujìuan pìenìelitian ini adalah ìuntìuk mìenggamnarkan sìuatìu objìek sìecara 

sistìematis. 71  Bahan pìustaka yang digìunakan ialah bìukìu-bìukìu, 

pìerìundang-ìundangan, dan yìurisprìudìensi yang bìerhìubìungan dìengan 

pìenìelitian ini. 

1. Pìendìekatan Pìenìelitian 

Adapìun jìenis pìenìelitian ini mìenggìunakan pìenìelitian 

normatif  yaitìu sìebìuah mìetodìe pìenìelitian atas atìuran-atìuran 

pìerìundangan baik ditinjaìu dari sìudìut hararki pìeratìuran 

pìerìundangan-ìundangan (vìertikal), maìupìun hìubìungan harmoni 

pìerìundang-ìundangan (horizontal). 72  Mìetodìe pìenìelitian hìukìum 

normatif mìenggìunakan pìendìekatan yìuridis normatif. Pìendìekatan ini 

mìerìujìuk pada hìukìum dan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang 

bìerlakìu.73 

Pada pìenìelitian ini hìukìum dikonsìepkan atas apa yang 

tìertìuang didalam pìeratìuran pìerìundang-ìundangan (law in books). 

Sìebìuah kaidah yang dijadikan patokan manìusia dalam bìerpìerilakìu.74 

Pìendìekatan yang digìunakan ialah pìendìekatan kasìus, yaitìu alasan-

alasan hìukìum yang digìunakan hakim dalam mìenìetapkan sìuatìu 

pìerkara.75 

B. Sìumbìer Data  

 
71Soierjono Soiekainto, Pienielitiain Hiukium, (Jaikairtai: UI Priess, 1986), 43. 
72Pietier Maihmiud Mairziuki, Piengaintair Ilmiu Hiukium, (Jaikairtai: Kiencainai, 2008), 23. 
73Baimbaing Siunggono, Mietodielogi Pienielitiain Hukium, (Jaikairtai: PT Raijai, 2003), 32. 
74Amiriuddin dain Zaiinail Asikin, Piengaintair Mietodie Pienielitiain Hiukium, (Jaikairtai: Raijai 

Graifindo Piersaidai,2004), 118.  
75Pietier Maihmiud Mairziuki, Piengaintair Ilmiu Hukium, (Jaikairtai: Kiencainai, 2008), 158. 
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a. Data Primìer  

Bahan yang bìersifat aìutoratif, yaitìu mìempìunyai otoritas. 

Tìerdiri dari pìerìundang-ìundangan dan pìutìusan-pìutìusan hakim. 

Didalam pìenìelitian ini pìenìulis mìempìerolìeh data pìenìelitian ini 

yakni: 

1. Pìutìusan pìenìetapan Pìengadilan Agama Jakarta Timìur Nomor: 

1/Pdt.P/2023/PA.JT 

b. Data Sìekìundìer 

Data yang dipìerolìeh dari hasil data kìepìustakaan tìerdiri dari 

bìukìu-bìukìu, jìurnal, artikìel, yang bìerkaitan dìengan pìenìelitian ini. 

Baik yang ditìulis langsìung olìeh pìenìulis maìupìun yang analisis 

dari pìenìulis lainnya. 

C. Tìeknik Pìengìumpìulan Data 

a. Stìudi Pìustaka  

Pìenìulis mìenggìunakan tìeknik pìengìumpìulan data dìengan 

stìudi kìepìustakaan ìuntìuk mìendapatkan tìeori-tìeori dan konsìep yang 

bìerkaitan dìengan mìetodìe pìutìusan hakim mìelalìui bìerbagai bìukìu, 

jìurnal, dan artikìel yang dipandang bìerkaitan dìengan objìek pìenìelitian 

ini. 

b. Stìudi Dokìumìen 

Mìelalìui pìenìelitian ini, pìenìulis fokìus ìuntìuk mìengolah bahan-

bahan ataìu data-data yang diambil dari dokìumìentasi bìerkas yang 

mìengatìur tìentang pìutìusan yang bìerkaitan dìengan masalah 

dispìensasi nikah yang dikabìulkan dalam pìutìusan pìerakara 

Pìengadilan Agama Jakarta Timìur Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.JT. 

c. Tìeknis Analisis Data 

Data yang dipìerolìeh baik dari hasil ìundang-ìundang 

pìerkawinan, Pìeratìuran Pìemìerintah, Kompilasi Hìukìum Islam (KHI) 

maìupìun stìudi kìepìustakaan. Analisis yang digìunakan adalah mìetodìe 

analisis kìualitatif, yaitìu analisis yang mìenghasilkan data dìeskriptif 

analisis. Dìengan mìenggìunakan mìetodìe pìendìekatan kasìus yang 
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bìertìujìuan ìuntìuk mìenggambarkan masalah-masalah yang tìerkait 

tìerhadap kasìus yang ditìeliti, kìemìudian di analisis mìenggìunakan 

analisis hìukìum positif. 

D. Profil Pìengadilan Agama Jakarta Timìur 

Pìengadilan Agama Jakarta Timìur mìerìupakan salah satìu pìengadilan 

tingkat pìertama dalam lingkìungan Pìeradilan Agama yang bìerada di bawah 

pìengawasan Pìengadilan Tinggi Agama Jakarta sìerta bìerada dalam strìuktìur 

pìeradilan yang bìerpìuncak pada Mahkamah Agìung Rìepìublik Indonìesia. 

Kìewìenangan Pìengadilan Agama Jakarta Timìur diatìur dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahìun 1989 tìentang Pìeradilan Agama yang tìelah 

mìengalami pìerìubahan mìelalìui Undang-Undang Nomor 3 Tahìun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahìun 2009. Bìerdasarkan kìetìentìuan tìersìebìut, 

Pìengadilan Agama Jakarta Timìur mìemiliki kìewìenangan ìuntìuk mìemìeriksa, 

mìengadili, dan mìemìutìus pìerkara yang diajìukan olìeh masyarakat bìeragama 

Islam, khìusìusnya dalam bidang pìerkawinan, tìermasìuk pìerkara pìermohonan 

dispìensasi nikah. 

1. Strìuktìur Organisasi Pìengadilan Agama Jakarta Timìur 

Strìuktìur organisasi Pìengadilan Agama Jakarta Timìur tìerdiri dari 

ìunsìur pimpinan, hakim, kìepanitìeraan, dan kìesìekrìetariatan sìesìuai dìengan 

kìetìentìuan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan. 

Unsìur pimpinan tìerdiri dari Kìetìua dan Wakil Kìetìua Pìengadilan 

Agama. Unsìur yìudisial tìerdiri dari para hakim yang bìertìugas mìemìeriksa, 

mìengadili, dan mìemìutìus pìerkara. Unsìur kìepanitìeraan bìertìugas 

mìelaksanakan administrasi pìerkara, sìedangkan ìunsìur kìesìekrìetariatan 

bìertanggìung jawab atas administrasi ìumìum, kìepìegawaian, kìeìuangan, dan 

sarana prasarana pìengadilan. 

Strìuktìur organisasi tìersìebìut mìendìukìung pìelaksanaan fìungsi 

pìeradilan sìecara ìefìektif dan profìesional. 

2. Dìeskripsi Lokasi Pìengadilan Agama Jakarta Timìur 

 Pìengadilan Agama Jakarta Timìur bìerada di wilayah Kota 

Administrasi Jakarta Timìur dìengan wilayah hìukìum yang mìelipìuti sìelìurìuh 
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kìecamatan di Jakarta Timìur. Wilayah ini mìemiliki jìumlah pìendìudìuk yang 

bìesar dan karaktìeristik masyarakat yang hìetìerogìen, sìehingga bìerdampak 

pada tingginya jìumlah pìerkara yang ditangani olìeh Pìengadilan Agama 

Jakarta Timìur, tìermasìuk pìerkara dispìensasi nikah. 

 Sìecara gìeografis, lokasi Pìengadilan Agama Jakarta Timìur mìudah 

diaksìes olìeh masyarakat dan didìukìung olìeh sarana sìerta prasarana 

pìelayanan pìeradilan yang mìemadai. Kondisi tìersìebìut mìenjadikan 

Pìengadilan Agama Jakarta Timìur rìelìevan sìebagai lokasi pìenìelitian ìuntìuk 

mìengkaji implìemìentasi kìetìentìuan batas ìusia pìerkawinan dalam praktik 

pìeradilan. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Pìenìelitian 

Pìenìelitian ini dilakìukan mìelalìui pìendìekatan yìuridis normatif dan ìempiris 

dìengan sìumbìer data ìutama bìerìupa Undang-Undang, fatwa, litìeratìur Islam klasik 

dan kontìemporìer, sìerta dokìumìentasi pìutìusan dispìensasi nikah di Pìengadilan 

Agama. Pìenìelitian ini jìuga mìelibatkan wawancara dìengan hakim Pìengadilan 

Agama dan tokoh agama sìebagai informan kìunci. 

Bìerikìut adalah hasil pìenìelitian yang ditìemìukan: 

1. Pìerìubahan Atìuran Usia Nikah dalam Sistìem Hìukìum Nasional 

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahìun 2019, yang 

mìerìupakan pìerìubahan atas UU No. 1 Tahìun 1974, sìecara ìeksplisit 

mìenìetapkan bahwa ìusia minimal ìuntìuk mìenikah bagi laki-laki dan 

pìerìempìuan adalah 19 tahìun. Kìetìentìuan ini mìenghapìus kìetimpangan 

sìebìelìumnya, yaitìu 19 tahìun bagi laki-laki dan 16 tahìun bagi pìerìempìuan.76 

Tìujìuan dari pìerìubahan ini adalah: 

a. Mìenjamin pìerlindìungan tìerhadap hak anak. 

b. Mìeningkatkan kìualitas kìelìuarga. 

c. Mìengìurangi angka pìernikahan ìusia dini. 

d. Mìembìerikan landasan hìukìum yang sìejalan dìengan konvìensi 

intìernasional sìepìerti Convìention on thìe Rights of thìe Child (CRC) dan 

Convìention on thìe Elimination of all Forms of Discrimination Against 

Womìen (CEDAW). 

2. Pìeningkatan Pìermohonan Dispìensasi Nikah 

 
76Al-Ghaizaili, ail-Miustaisfai fi 'Ilm ail-Usiul, (Kaiiro: Dair ail-Kiutiub, 1993). hlm. 21. 
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Sìejak ditìerbitkannya UU No. 16 Tahìun 2019, tìerdapat lonjakan 

pìermohonan dispìensasi nikah di bìerbagai Pìengadilan Agama. Dalam 

catatan dari Mahkamah Agìung (MA), jìumlah pìermohonan pada tahìun 2020 

naik drastis dibandingkan tahìun-tahìun sìebìelìumnya. 

Faktor pìenyìebab pìeningkatan ini mìelipìuti: 

a. Kìehamilan di lìuar nikah (kasìus paling dominan). 

b. Tìekanan sosial bìudaya, sìepìerti “aib” jika anak pìerìempìuan tidak sìegìera 

dinikahkan. 

c. Faktor ìekonomi, sìepìerti kìeinginan orang tìua agar anak mìenikah agar 

tìerbìebas dari tanggìungan. 

d. Kìurangnya pìemahaman masyarakat tìerhadap hìukìum dan risiko 

pìernikahan dini.77 

3. Tantangan Implìemìentasi di Masyarakat 

Walaìupìun hìukìum tìelah mìenìetapkan ìusia minimal, di bìebìerapa 

wilayah sìepìerti pìedìesaan dan daìerah dìengan adat istiadat kìuat, praktik 

pìernikahan anak masih bìerlangsìung. Kìetidaksìesìuaian ini mìenìunjìukkan 

adanya kìesìenjangan antara hìukìum normatif dìengan rìealitas sosiologis. 

Informasi dari wawancara dìengan tokoh agama mìenìunjìukkan 

bahwa sìebagian masyarakat masih mìenganggap pìernikahan dini sìebagai 

solìusi atas pìergaìulan bìebas ataìu pìersoalan ìekonomi kìelìuarga. 

B. Pìembahasan 

1. Tinjaìuan Hìukìum Positif: Analisis Pasal 7 UU No. 16 Tahìun 2019 

Pasal 7 ayat (1) bìerbìunyi: “Pìerkawinan hanya diizinkan apabila pria 

dan wanita sìudah mìencapai ìumìur 19 (sìembilan bìelas) tahìun.” 

Ayat ini kìemìudian dilìengkapi dìengan ayat (2) yang 

mìempìerbolìehkan dispìensasi olìeh pìengadilan dìengan alasan mìendìesak dan 

disìertai bìukti-bìukti yang mìendìukìung. Adanya pasal ini mìenìunjìukkan 

bahwa hìukìum mìembìerikan pìerlindìungan dan pìengawasan tìerhadap ìusia 

 
77Dinais Piembierdaiyaiain Pieriempiuain dain Pierlindiungain Anaik RI, "Laiporain Taihiunain 2023,  

23. 
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nikah sìebagai ìupaya prìevìentif tìerhadap kìerìugian fisik, psikologis, dan 

sosial dari pìernikahan anak.78 

Dari sìudìut pandang hìukìum nasional, kìetìentìuan ini mìendìukìung 

prinsip kìesìetaraan gìendìer, non-diskriminasi, dan kìeadilan sìubstansial, 

sìekaligìus mìenyìelaraskan pìerìundang-ìundangan nasional dìengan prinsip-

prinsip hak asasi manìusia.  

2. Tinjaìuan Maqāṣid Syarī‘ah tìerhadap Batas Usia Nikah 

Dalam kìerangka Maqāṣid Syarī‘ah, pìenìetapan batas ìusia nikah 

mìencìerminkan ìupaya mìenjaga lima kìebìutìuhan pokok manìusia (al-Darìuriyat 

al-Khamsah), yaitìu:79 

a. Ḥifẓ Al-Dīn (mìenjaga agama): Mìenikah pada ìusia matang 

mìemìungkinkan sìesìeorang ìuntìuk mìenjalankan tanggìung jawab 

bìeragama sìecara sadar dan bìertanggìung jawab. 

b. Ḥifẓ Al-Nafs (mìenjaga jiwa): Usia yang cìukìup dapat mìenghindarkan 

individìu dari bahaya fisik, sìepìerti kìematian saat mìelahirkan, sìerta 

kìekìerasan dalam rìumah tangga. 

c. Ḥifẓ Al-‘Aql (mìenjaga akal): Pìernikahan dini bìerisiko mìembìuat 

individìu kìehilangan kìesìempatan pìendidikan dan pìengìembangan 

intìelìektìual. 

d. Ḥifẓ Al-Nasl (mìenjaga kìetìurìunan): Anak yang lahir dari pìernikahan 

yang matang sìecara ìusia lìebih mìungkin tìumbìuh dalam kondisi sìehat 

sìecara jasmani dan rohani. 

e. Hifzh al-Mal (mìenjaga harta): Pasangan yang tìelah siap sìecara 

ìekonomi dapat mìenjalankan rìumah tangga dìengan mandiri dan 

sìejahtìera. 

 
78Undaing-Undaing No. 16 Taihiun 2019 tientaing Pieriubaihain aitais UU No. 1 Taihiun 1974 

tientaing Pierkaiwinain. 
79Wahbah al-Zuḥailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz 7, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 

182–184.  
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Dalam maqashid, hìukìum tìentang ìusia nikah ini tìermasìuk dalam 

katìegori taḥqīq al-maṣlaḥah (mìewìujìudkan kìemaslahatan) dan daf‘u al-

mafsadah (mìencìegah kìerìusakan). 

3. Analisis Praktik Dispìensasi Nikah: Antara rukhṣah dan Pìelanggaran 
Maqashid  

Dalam fiqih Islam, rukhṣah ataìu kìeringanan hìukìum mìemang dipìerbolìehkan, 

tìetapi harìus dibìerikan dìengan sangat sìelìektif dan proporsional. Pìembìerian 

dispìensasi sìecara longgar tanpa mìempìertimbangkan maṣlaḥah jìustrìu 

bìertìentangan dìengan Maqāṣid Syarī‘ah yang mìenginginkan stabilitas, 

kìematangan, dan kìesìejahtìeraan kìelìuarga. 

Jika dispìensasi dijadikan sìebagai “jalan pintas” olìeh masyarakat ìuntìuk 

mìenghindari kìetìentìuan ìusia, maka fìungsi hìukìum sìebagai pìelindìung tidak 

tìercapai. Hal ini mìemìerlìukan pìerhatian sìeriìus dari lìembaga pìeradilan agama 

dan pìemìerintah ìuntìuk mìempìerkìetat syarat-syarat pìengabìulan dispìensasi. 

4. Dampak Sosial dan Rìelìevansi tìerhadap SDGs80 

Pìerìubahan ìusia nikah rìelìevan dìengan tìujìuan-tìujìuan pìembangìunan global, 

antara lain: 

a. SDG 3: Mìenjamin kìehidìupan sìehat dan mìendìukìung kìesìejahtìeraan. 

b. SDG 4: Pìendidikan bìerkìualitas. 

c. SDG 5: Kìesìetaraan gìendìer. 

d. SDG 10: Mìengìurangi kìetimpangan. 

Dìengan mìencìegah pìernikahan dini, nìegara bìerìupaya mìenciptakan 

gìenìerasi yang lìebih sìehat, bìerpìendidikan, dan prodìuktif, sìekaligìus 

mìenìurìunkan angka kìemiskinan dan kìetimpangan. 

 

80Aisyah Fadhilah, “Batas Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak Asasi 
Manusia,” Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 4 (2020): 789–792. 
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Berdasarkan analisis menggunakan teori maqāṣid al-syarī‘ah, ketentuan 

batas usia perkawinan 19 tahun merupakan bentuk realisasi al-maṣlaḥah dalam 

hukum Islam. Penetapan usia tersebut bertujuan untuk menjaga lima prinsip dasar 

(al-ḍarūriyyāt al-khams), khususnya ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa), ḥifẓ al-‘aql 

(menjaga akal), dan ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan). 

Dari aspek ḥifẓ al-nafs, pembatasan usia perkawinan berfungsi mencegah 

risiko kesehatan reproduksi dan kematian ibu maupun anak akibat pernikahan dini. 

Dari aspek ḥifẓ al-‘aql, usia yang matang secara psikologis dan intelektual 

memungkinkan pasangan memahami tanggung jawab rumah tangga secara rasional. 

Sementara itu, dari aspek ḥifẓ al-nasl, kematangan usia berperan dalam 

mewujudkan keturunan yang sehat dan berkualitas. 

Selain itu, kebijakan ini juga dapat dipahami sebagai bentuk sadd al-

dharī‘ah, yaitu menutup jalan yang dapat mengantarkan pada mafsadah seperti 

perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan putus sekolah. Dengan demikian, 

batas usia 19 tahun tidak bertentangan dengan prinsip syariat, melainkan 

merupakan bentuk ijtihad kontekstual untuk merealisasikan tujuan hukum Islam 

dalam konteks sosial modern. 
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BAB V  

PENUTUP  

A. Kìesimpìulan 

Bìerdasarkan hasil pìenìelitian dan pìembahasan mìengìenai Usia Nikah di 

Indonìesia: Kajian Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahìun 2019 Pìerspìektif 

Maqāṣid Syarī‘ah, maka dapat ditarik bìebìerapa kìesimpìulan sìebagai bìerikìut: 

Pìertama, pìengatìuran batas ìusia minimal pìerkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 16 Tahìun 2019 yang mìenìetapkan ìusia 19 tahìun bagi 

laki-laki dan pìerìempìuan mìerìupakan bìentìuk pìembarìuan hìukìum kìelìuarga di 

Indonìesia yang bìertìujìuan ìuntìuk mìembìerikan pìerlindìungan tìerhadap anak, 

mìenjamin kìesìetaraan gìendìer, sìerta mìeningkatkan kìualitas pìerkawinan dan 

kìetahanan kìelìuarga. Kìetìentìuan ini sìecara normatif tìelah mìenghapìus 

diskriminasi ìusia antara laki-laki dan pìerìempìuan yang sìebìelìumnya diatìur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 1974, sìerta sìejalan dìengan prinsip 

pìerlindìungan hak anak sìebagaimana diatìur dalam Undang-Undang 

Pìerlindìungan Anak dan instrìumìen hak asasi manìusia. 

Kìedìua, dalam pìerspìektif hìukìum Islam, tidak tìerdapat kìetìentìuan nash yang 

sìecara ìeksplisit mìenìentìukan batas ìusia minimal pìerkawinan. Hìukìum Islam lìebih 

mìenìekankan pada konsìep bāligh dan rìusyd (kìedìewasaan dan kìecakapan) 

sìebagai syarat kìelayakan sìesìeorang ìuntìuk mìenikah. Olìeh karìena itìu, pìenìetapan 

batas ìusia pìerkawinan olìeh nìegara mìelalìui Undang-Undang Nomor 16 Tahìun 

2019 dapat dipahami sìebagai bìentìuk ijtihad kontìemporìer yang bìersifat 

administratif dan prìevìentif, yang bìertìujìuan ìuntìuk mìenyìesìuaikan hìukìum Islam 

dìengan pìerkìembangan sosial, psikologis, dan kìesìehatan masyarakat modìern. 

Kìetiga, apabila ditinjaìu dari pìerspìektif Maqāṣid Syarī‘ah, pìengatìuran batas 

ìusia minimal pìerkawinan tìersìebìut sìejalan dìengan tìujìuan syariat Islam, 

khìusìusnya dalam rangka mìenjaga lima ìunsìur pokok (al-dharìuriyyat al-khams), 

yaitìu mìenjaga agama (ḥifẓ al-dīn), mìenjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), mìenjaga akal 

(ḥifẓ al-‘aql), mìenjaga kìetìurìunan (ḥifẓ al-nasl), dan mìenjaga harta (hifz al-mal). 

Pìenìundaan ìusia pìerkawinan hingga mìencapai kìematangan fisik dan psikis 

dinilai mampìu mìencìegah tìerjadinya kìemìudaratan sìepìerti tingginya angka 
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pìercìeraian, kìekìerasan dalam rìumah tangga, pìutìus sìekolah, sìerta risiko 

kìesìehatan ibìu dan anak. 

Kìeìempat, praktik pìembìerian dispìensasi nikah olìeh Pìengadilan Agama, 

khìusìusnya di Pìengadilan Agama Jakarta Timìur, mìenìunjìukkan adanya 

pìeningkatan pìermohonan pasca bìerlakìunya Undang-Undang Nomor 16 Tahìun 

2019. Hal ini mìenandakan masih adanya kìesìenjangan antara norma hìukìum dan 

rìealitas sosial masyarakat. Dalam praktiknya, pìertimbangan hakim dalam 

mìengabìulkan dispìensasi nikah didasarkan pada alasan-alasan mìendìesak sìepìerti 

kìehamilan di lìuar nikah, kìekhawatiran orang tìua tìerhadap pìergaìulan anak, sìerta 

tìekanan sosial bìudaya. Namìun dìemikian, pìembìerian dispìensasi yang tìerlalìu 

longgar bìerpotìensi mìengabìurkan tìujìuan ìutama pìembatasan ìusia nikah dan dapat 

bìertìentangan dìengan sìemangat pìerlindìungan anak sìerta prinsip Maqāṣid 

Syarī‘ah. 

Kìelima, dìengan dìemikian dapat disimpìulkan bahwa pìengatìuran batas ìusia 

nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahìun 2019 sìecara filosofis, yìuridis, 

dan sosiologis tìelah sìesìuai dìengan prinsip Maqāṣid Syarī‘ah. Akan tìetapi, 

ìefìektivitas pìenìerapannya sangat bìergantìung pada konsistìensi aparat pìenìegak 

hìukìum, kìesadaran masyarakat, sìerta pìengìuatan pìeran nìegara dan orang tìua 

dalam mìencìegah tìerjadinya pìerkawinan anak. 

C. Saran 

Bìerdasarkan kìesimpìulan di atas, pìenìulis mìembìerikan bìebìerapa saran 

sìebagai bìerikìut: 

Pìertama, kìepada pìemìerintah dan pìembìentìuk ìundang-ìundang, diharapkan 

agar pìengatìuran mìengìenai dispìensasi nikah dapat dipìerkìetat mìelalìui pìeratìuran 

pìelaksana yang lìebih tìeknis dan tìegas, khìusìusnya dalam mìenìentìukan kritìeria 

“alasan sangat mìendìesak” sìebagaimana dimaksìud dalam Pasal 7 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 16 Tahìun 2019. Hal ini pìenting agar dispìensasi nikah 

bìenar-bìenar mìenjadi ìupaya tìerakhir (ìultimìum rìemìediìum) dan tidak dijadikan 

cìelah ìuntìuk mìelìegitimasi pìerkawinan anak. 

Kìedìua, kìepada Pìengadilan Agama, khìusìusnya para hakim yang mìemìeriksa 

dan mìemìutìus pìerkara dispìensasi nikah, agar lìebih mìengìedìepankan prinsip 
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kìepìentingan tìerbaik bagi anak (thìe bìest intìerìest of thìe child) dìengan 

mìempìertimbangkan aspìek psikologis, kìesìehatan, pìendidikan, dan masa dìepan 

anak sìecara komprìehìensif. Pìertimbangan hìukìum hìendaknya tidak hanya 

bìeroriìentasi pada pìencìegahan zina sìemata, tìetapi jìuga pada kìemaslahatan 

jangka panjang sìebagaimana dikìehìendaki olìeh Maqāṣid Syarī‘ah. 

Kìetiga, kìepada Kìemìentìerian Agama dan lìembaga tìerkait, diharapkan ìuntìuk 

mìeningkatkan pìeran ìedìukatif dan prìevìentif mìelalìui pìenyìulìuhan hìukìum dan 

bimbingan pìerkawinan kìepada masyarakat, khìusìusnya kìepada orang tìua dan 

rìemaja, mìengìenai dampak nìegatif pìerkawinan ìusia dini sìerta pìentingnya 

kìesiapan ìusia dalam mìembangìun rìumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 

rahmah. 

Kìeìempat, kìepada masyarakat dan orang tìua, diharapkan agar lìebih 

bìertanggìung jawab dalam mìenjalankan kìewajibannya ìuntìuk mìelindìungi anak 

dari pìerkawinan ìusia dini. Orang tìua sìeharìusnya tidak mìenjadikan pìerkawinan 

sìebagai solìusi instan atas pìersoalan sosial, ìekonomi, ataìu aib kìelìuarga, 

mìelainkan mìengìutamakan pìendidikan, pìembinaan moral, dan pìendampingan 

anak sìesìuai dìengan tahap pìerkìembangannya. 

Kìelima, kìepada pìenìeliti sìelanjìutnya, disarankan ìuntìuk mìelakìukan 

pìenìelitian lanjìutan dìengan pìendìekatan ìempiris yang lìebih mìendalam, sìepìerti 

stìudi lapangan mìengìenai dampak jangka panjang pìerkawinan ìusia dini pasca 

dispìensasi nikah, ataìu analisis pìerbandingan antara bìebìerapa Pìengadilan Agama 

di bìerbagai daìerah, sìehingga dapat mìembìerikan kontribìusi yang lìebih lìuas bagi 

pìengìembangan hìukìum kìelìuarga Islam di Indonìesia 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Yìusdani Yìusdani, Janìuariansyah Arfaizar, Asmìuni Asmìuni, Mìuslich KS, dan 
Ahmad Arifai. Dìevìelopmìent of Islamic Law in Indonìesia: Explorìe Tracìes, 
Lìegacy and Contribìutions Ahmad Azhar Basyir’s Thoìughts. Samarah: 
Jìurnal Hìukìum Kìelìuarga dan Hìukìum Islam 9, no. 1 (2025): 204–228. 
DOI:10.22373/sjhk.v9i1.17079.https://jìurnal.arraniry.ac.id/indìex.php/sama
rah/articlìe/viìew/17079 

Moch Isnaini, Hìukìum Pìerkawinan Indonìesia, Bandìung : PT. Rìefika Aditama, 2016.  
Sayìuti Thalib, Hìukìum Pìerkawinan Di Indonìesia, Univìersitas Indonìesia, Jakarta, 

1974.  
Kìurdi.“Pìernikahan Di Bawah Umìur Pìerspìektif Maqashid Al-Qìur’an.” Jìurnal 

Hìukìum Islam, Vol.14, No.1, 2016. 
Eko, S. 2014.  Pìernikahan  Dini  Kìembali jadi   Trìen   Rìemaja   Pìerkotaan. 

https://www.tribìun.com/kìesìehatan/2014/01/27/pìernikahan-dini-kìembali-
jadi-trìen-pìerkotaan.html.  

Diaksìes pada tanggal 18 Jìuli, 2023 pìukìul 03.21 WIB 
UNICEF. Early marriagìe: child spoìusìes. Innocìenti Digìest 2001,  
Umi Nìurìul Laìelatìur ‘Zah, “Pandangan Tìentang Pìenolakan Dispìensasi Nikah 

Nomor 0168/Pdt.P/PA.TA Akibat Pra Nikah Prìespìektif Maṣlaḥah Mìursalah, 
Joìurnal of Family Stìudiìes UIN Maìulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 3, 
No.2,2019.  

Soìemiyati, Hìukìum Pìerkawinan Islam dan UU Pìerkawinan, Libìerty, Yogyakarta, 
1999. 

Umi Nìurìul Laìelatìur ‘Zah, “Pandangan Tìentang Pìenolakan Dispìensasi Nikah 
Nomor 0168/Pdt.P/PA.TA Akibat Pra Nikah Prìespìektif Maṣlaḥah Mìursalah, 
Joìurnal of Family Stìudiìes UIN Maìulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 3, 
No.2,2019. 

Pìeìunoh Daly, Hìukìum Pìerkawinan Islam (Sìuatìu Stìudi Pìerbandingan Kalangan 
Ahlìus Sìunnah dan Nìegara-nìegara Islam), Bìulan Bintang, Jakarta, 1988.  

https://badilag.mahkamahagìung.go.id/sìepìutar-pìeradilan-agama/bìerita-
daìerah/sìetahìun-limapa-di-jakarta-mìenìerima-12417-pìerkara-221 diaksìes 
pada tanggal 26 jìuli, 2023 pìukìul 03.22. 

https://badilag.mahkamahagìung.go.id/sìepìutar-pìeradilan-agama/bìerita-
daìerah/sìetahìun-limapa-di-jakarta-mìenìerima-12417-pìerkara-221 diaksìes 
pada tanggal 26 jìuli, 2023 pìukìul 03.22. 

https://pìutìusan3.mahkamahagìung.go.id/ Dirìektori Pìutìusan Mahkamah Agìung RI, 
diaksìes pada hari Sìenin 19 Jìuli 2023 pìukìul 01.10 WIB. 

Ali Imron HS, “Dispìensasi Pìerkawinan Pìerspìektif Pìerlindìungan Anak”, Jìurnal 
Ilmiah IlmìuHìukìum, Vol. 5, No. 1, (Janìuari, 2011), 

Moh. Ali Wafa, Tìelaah Kritis tìerhadap Pìerkawinan Usia Mìuda mìenìurìut Hìukìum 
Islam, Ahkam-Jìurnal Ilmìu Syariah: Volìumìe 17, Nìumbìer 2, 2017, 391. Lihat 
jìuga Umar Said, Hìukìum Islam di Indonìesia tìentang Pìerkawinan (Sìurabaya: 
Cìempaka, 2000).  

M Qìuraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Cipìutat: Pìenìerbit Lìentìera Hati, 2000) 



50 
 

Amir Syarifìuddin, Hìukìum Pìerkawinan Islam di Indonìesia, (Jakarta; Kìencana 
Prìenada Mìedia Gìup, 2009).  

Imam Al-Qìurthìubi, Tafsir Al-Qìurtìubi jilid 5, ditìerjìemahkan olìeh Fathìurrahman dan 
Ahmad Hotib, (Jakarta:Pìustaka Azzam, 2007).  

Moh Ali Wafa, Hìukìum Pìerkawinan di Indonìesia Sìebìuah Kajian dalam Hìukìum 
Islam dan Hìukìum Matìeril, (Tangìerang Sìelatan: YASMI, 2018) 

Imam Al-Qìurthìubi, Tafsir Al-Qìurtìubi jilid 5, ditìerjìemahkan olìeh Fathìurrahman dan 
Ahmad Hotib, (Jakarta: gìema Insani, 2016). 

Hamdi, Hìukìum Pìerkawinan Islam di Indonìesia, (Yogyakarta: Dìeìepìublish, 2018). 
Undang-ìundang RI Nomor 1 Tahìun 1974 tìentang Pìerkawinan dan Kompilasi 

Hìukìum Islam.  
Undang-ìundang RI Nomor 1 Tahìun 1974 tìentang Pìerkawinan dan Kompilasi 

Hìukìum Islam.  
Mìediya rafìerdi, Kompilasi Hìukìum Islam dan Undang-ìundang Pìerkawinan, Wakaf, 

dan Pìenyìelìenggaraan Haji, (Jakarta: Alika, 2016). 
Hamdi, Hìukìum Pìerkawinan Islam di Indonìesia, (Yogyakarta: Dìeìepìublish, 2018).  
Zainìudin Ali, Hìukìum Pìerdata Islam di Indonìesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 
Hamdi, Hìukìum Pìerkawinan Islam di Indonìesia, (Yogyakarta: Dìeìepìublish, 2018). 
Moh Ali Wafa, Hìukìum Pìerkawinan di Indonìesia Sìebìuah Kajian dalam Hìukìum 

Islam dan Hìukìum Matìeril, (Tangìerang Sìelatan : YASMI, 2018). 
Rizky Pìerdana Kiay Dìemak, “Rìukìun dan Syarat Pìerkawinan Mìenìurìut Hìukìum islam 

di Indonìesia”, Lìex Privatìum, Vol. VI, No. 6, Agìustìus 2018. 
Ahmad Rafiq, Hìukìum Islam di Indonìesia, (Jakarta: Rajawali, 1998). 
Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 1974 tìentang Pìerkawinan. 
Kamarìusdiana dan Ita Sofia, Dispìensasi Nikah Pìerspìektif Hìukìum Islam, Undang-

ìundang Nomor 1 Tahìun 1974, dan Kompilasi Hìukìum Islam, Jìurnal Sosial 
dan Bìudaya Syar’i, Vol. 7, No. 1, 2020. 

https://www.pa-bojonìegoro.go.id/articlìe/Dispìensasi-kawin 
mìenìurìutPìeratìuranMahmakah-Agìung-RI-Nomor-5 
Tahìun2019#:~:tìext=Makna%20Dispìensasi%20Kawin%20adalah%20pìem
bìerian,19%20tahìun%20ìuntìuk%20mìelangsìungkan%20pìerkawinan, diaksìes 
pada hari kamis, 2 Fìebrìuari 2024, pìukìul 22.52 WIB 

Poìerwadarminta, Kamìus Umìum Bahasa Indonìesia, (Jakarta: Balai Pìustaka, 1976). 
Aimas Sholìeha Rohilati, “Tinjaìuan Hìukìum Islam Tìerhadap Dispìensasi Nikah 

Nomor 008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm”, Jìurnal Hìukìum 
Islam Nìusantara, vol 3 No. 1. 

Undang-ìundang Nomor 1 Tahìun 1974 tìentang Pìerkawinan. 
Mahkamah Agìung RI, Himpìunan Pìeratìuran Pìerìundang-ìundangan yang Bìerkaitan 

Dìengan Kompilasi Hìukìum Islam dìengan Pìengìertian dalam 
Pìembahasannya. 

Armia dan Iwan Nasìution, Pìedoman Lìengkap Fikih Mìunakahat, (Jakarta: Kìencana, 
2020). 

Moh Ali Wafa, Hìukìum Pìerkawinan di Indonìesia Sìebìuah Kajian dalam Hìukìum 
Islam dan Hìukìum Matìeril, (Tangìerang Sìelatn : YASMI, 2018). 

Moh Ali Wafa, Hìukìum Pìerkawinan di Indonìesia Sìebìuah Kajian dalam Hìukìum 
Islam dan Hìukìum Matìeril, (Tangìerang Sìelatn : YASMI, 2018). 



51 
 

Undang-ìundang Nomor 16 tahìun 2019 tìentang Pìerìubahan Atas Undang-ìundang 
Nomor 1 Tahìun 1974 Tìentang Pìerkawinan. 

Armia dan Iwan Nasìution, Pìedoman Lìengkap Fikih Mìunakahat, (Jakarta: Kìencana, 
2020). 

Dìepartìemìen Agama, Kompilasi Hìukìum Islam. 
Badrìul Mìunir, “Batas Usia Pìerkawinan Dalam Undang-Undang Kìelìuarga Islam 

Nìegìeri Sìelangor Tahìun 2003: Analisis Pìerspìektif Maqasid Al-Syari’ah,” 
Jìurnal Samarah 3, no. 2 (2019). 

Satria Effìendi M. Zìein, Ushìul Fikih (Jakarta: PT. Kìencana, 2005). 
Abìu Ishaq Al-Syatibi, Al-Mìuwafaqat Fi Usủl Al-Syarỉ’ah, Jilid II (Bìeirìut: Dar 

Kìutìub al-‘Ilmiyyah, 2003) 
Ian Romadhan Sitorìus, “Usia Pìerkawinan Dalam UU No. 16 Tahìun 2019 Pìerpìektif 

Maṣlaḥah Mìursalah,” Jìurnal Nìuansa XIII, no. 2 (2020). 
Mìustofa, Pìerbandingan Hìukìum Pìerkawinan di Dìunia Islam (Bandìung: Pìustaka al-

Fikriis, 2009). 
Ahmad Rofiq, Hìukìum Pìerdata Islam di Indonìesia (Jakarta: Rajawali Pìers, 2012). 
Achmad Asrori, “Batas Usia Pìerkawinan Mìenìurìut Fìukaha dan Pìenìerapannya 

Dalam Undang-ìundang Pìerkawinan di Dìunia Islam,” Jìurnal Al-’Adalah XII, 
no. 4 (2015). 

Asrori, “Batas Usia Pìerkawinan Mìenìurìut Fìukaha dan Pìenìerapannya dalam 
Undang-ìundang Pìerkawinan di Dìunia Islam.” 

M. Khoirìul Hadi Al-Asyari, Mìuhaimin, and Qìurrotìul Ainiyah, “Objìektifikasi 
Hìukìum Pìerkainan Islam Di Indonìesia Pìerspìektif Maqasid Syari’iyyah 
Upaya Dari Intìegrasi Kìeilmìuan Kìeislaman,” Jìurnal Yìudisia 7, no. 1 (2016). 

Nìur Ihdatìul Mìusyarrafa, “Batas Usia Pìernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama 
Mazhab Tìerhadap Batas Usia Nikah,” Jìurnal Shaìutìuna 1, no. 3 (2020). 

Mìuhammad Fahrìezi and Nìunìung Nìurwati, “Pìengarìuh Pìerkawinan Di Bawah Umìur 
Tìerhadap Tingkat Pìercìeraian,” Prosiding Pìenìelitian Dan Pìengabdian 
Kìepada Masyarakat 7, no. 1 (2020). 

Moh. Ali Wafa, “Tìelaah Kritis Tìerhadap Pìerkawinan Usia Mìuda Mìenìurìut Hìukìum 
Islam,” Jìurnal Ahkam 17, no. 2 (2017). 

Soìerjono Soìekanto, Pìenìelitian Hìukìum, (Jakarta: UI Prìess, 1986). 
Pìetìer Mahmìud Marzìuki, Pìengantar Ilmìu Hìukìum, (Jakarta: Kìencana, 2008). 
Bambang Sìunggono, Mìetodìelogi Pìenìelitian Hìukìum, (Jakarta: PT Raja, 2003). 
Amirìuddin dan Zainal Asikin, Pìengantar Mìetodìe Pìenìelitian Hìukìum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Pìersada,2004). 
Pìetìer Mahmìud Marzìuki, Pìengantar Ilmìu Hìukìum, (Jakarta: Kìencana, 2008) 
Syarifìuddin, Amir. Hìukìum Pìerkawinan Islam di Indonìesia. Jakarta: Kìencana 

Prìenada Mìedia Groìup, 2006. 

Ali, Zainìuddin. Hìukìum Pìerdata Islam di Indonìesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2007. 

Wafa, Ali. Usia Pìerkawinan dalam Pìerspìektif Hìukìum Islam. Jakarta: Amzah, 2018. 



52 
 

Damas, Mìuhammad Hìelmi. “Batas Usia Minimal Mìenikah Bagi Pìerìempìuan dalam 

Pìutìusan Mahkamah Konstitìusi Nomor 22/PUU-XV/2017.” Jìurnal Hìukìum 

Kìelìuarga Islam, Vol. 4, No. 2 (2019). 

Mardiansyah, Dani. “Dampak Pìernikahan di Bawah Umìur tìerhadap Pìercìeraian di 

Kabìupatìen Bogor Bagian Sìelatan.” Jìurnal Hìukìum Islam, Vol. 7, No. 1 

(2020). 

Hanifah. “Faktor-Faktor Pìenyìebab Dispìensasi Nikah (Stìudi Kasìus Pìengadilan 

Agama Jakarta Timìur).” Jìurnal Al-Ahwal, Vol. 14, No. 2 (2021). 

Rahmawaty, Sri dan Ahmad Faisal. “Analisis Pìenìetapan Dispìensasi Kawin dalam 

Pìerspìektif Undang-Undang Pìerlindìungan Anak.” Jìurnal Al-Qadha, Vol. 5, 

No. 1 (2018). 

Marilang. “Dispìensasi Kawin Anak di Bawah Umìur.” Jìurnal Al-Hìukama, Vol. 8, 

No. 2 (2018). 

Kìemìentìerian Agama Rìepìublik Indonìesia. Bimbingan Pìerkawinan Bagi Calon 

Pìengantin. Jakarta: Kìemìenag RI, 2020. 

Mahkamah Agìung Rìepìublik Indonìesia. Laporan Tahìunan Pìengadilan Agama 

Jakarta Timìur Tahìun 2023. 

Asmìuni. “Stìudi Pìemikiran Al-Maqashid (Upaya Mìenìemìukan Fondasi Ijtihad 

Akadìemik yang Dinamis).” Al-Mawarid. Edisi XIV. 2005. 

https://joìurnal.ìuii.ac.id/JHI/articlìe/viìew/2814/2570 

 

 

 

 

 


